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KONSEP MODEL

A. Konsep Model

Model dimaknai sebagai suatu kerangka kerja konseptual yang
memiliki fungsi sebagai 1) tipe desain; 2) deskripsi atau analogi dalam
memvisualisasikan hal-hal yang tidak bisa diamati dengan langsung;
3) sistem sejurnlah asumsi, data, dan inferensi yang digunakan dalam
memberikan ilustrasi matematis dari suatu objek atau peristiwa; 4) desain
dari suatu sistem dan terjemahan realitas yang disederhanakan; 5) deskripsi
sistem yang mungkin imajiner; dan 6) penyajian data suatu yang direduksi
supaya bisa menjelaskan dan menunjukkan sifat bentuk aslinya.

Dengan demikian, model merupakan abstraksi dari dunia
nyata atau representasi dari peristiwa yang kompleks atau sistem
dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lain. Nadler
menjelaskan bahwa model tidak sama dengan realita diri mereka
sendiri, sebaliknya representasi realitalah yang dikembangkan
d‘un kondisi mereka. Model dirancang oleh manusia untuk
merepresentasikan pemikirannva terhadap dunia sekelilingnya.
Oleh sebab itu, manusia akan memiliki masalah dalam memecahkan
persoalan kehidupan sehari-hari tanpa model.

Model menggambarkan pola berpikir. Umumnya, model
mengilustrasikan konsep vang saling terkait secara menyeluruh.
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Model pun bisa dianggap sebagai usaha yang dilakukan gun,
mewujudkan suatu teori bersama dengan analogi dan representag;
variabel yang ada dalam teori itu.

Thomas R. Dye (2011) menggambarkan model sebagai benty)
abstrak dari sebuah kenyataan. Model adalah representasi darj
beberapa fenomena didunia nyata yang disederhanakan. Sementara
Silalahi dalam Soetari (2014:182) menjelaskan, model merupakan
sarana yang digunakan untuk mengilustrasikan situasi tertenty
atau rangkaian kondisi tertentu yang sedemikian rupa supaya
bisa menjelaskan perilaku yang terjadi di dalamnya. Maka, untuk
menganalisis kebijakan public, para pakar analisis kebijakan kerap
menggunakan alat-alat konseptual tertentu untuk membanty
pekerjaan mereka dalam memahami dan memvisualisasikan realitas
kebijakan publik yang kompleks. Di antara alat konseptual yang
ada, alat yang paling sering dipakai dan bermanfaat bagi keperluan
analisis berupa model-model dan alat tipologi-tipologi tertentu.
Model yang sederhana dikemukakan oleh Bullock dan Stallybrass
(1997) yakni pengejawantahan dari suatu yang lain, yang dirancang
untuk tujuan tertentu.

Model dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasik:n
teori ke dalam dunia nyata sebagai praktiknya. Model dapat juga‘

menjadi sarana untuk memformulasikan teori berdasarkan temuan *

praktik sehingga disebut sebagai salah satu alat dalam membuat teori
(teorisasi). Proses teorisasi merupakan suatu tahapan yang empiris
dan rasional yang melibatkan berbagai alat, contohnya prosedur
penelitian, model, logika, dan alasan, Adapun maksudnya ialah untuk
memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penyebab suatu
peristiwa terjadi sehingga bisa membantu dalam memprediksi hasil
yang mungkin terjadi (Sudrajad, 2010).

Molenda (1996) mengatakan bahwa model mikromorf dan
paramorf adalah dua jenis model yang umum dikenal dalam;i.lnl'u
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pembelajaran. Model mikromorf merupakan suatu model visual
yang memiliki bentuk fisik yang nyata, seperti planetarium, simulasi
komputer, atau flow chart proses. Di sisi lain, model paramorf lebih
sebagai model simbolik yang menggunakan deskripsi verbal. Model
paramorf terbagi menjadi tiga jenis: model konseptual, model
prosedural, dan model matematik. Model konseptual sering dianggap
sama dengan teori sebab model ini memberikan deskripsi verbal
dari suatu pandangan atas realitas. Model ini tidak menghadirkan
penjelasan yang utuh, tetapi menyajikan dan mendefinisikan
komponen yang relevan secara utuh. Model konseptual bersifat
deskriptif dan menggambarkan peristiwa relevan berdasarkan proses
deduktif dari logika atau analisis serta kesimpulan dari observasi.
Salah satu fungsi pentingnya adalah sebagai dasar untuk penelitian
yang bisa menghasilkan teori induk#if.

Model prosedural dijelaskan sebagai sejumlah langkah dalam
melaksanakan sebuah pekerjaan. Langkah-langkah tersebut
didasarkan pada pengetahuan yang berhasil dalam menciptakan
sebuah produk. Model matematik menggambarkan hubungan antara
berbagai komponen dalam suatu situasi. Jika dibandingkan dengan
model lainnya, model ini bersifat abstrak. Kuantifikasi dari komponen-
komponen yang memengaruhi produk suatu peristiwa adalah inti
dari model ini. Hasil dapat diperoleh dengan memasukkan data dari
situasi yang baru ke dalam suatu model matematik.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa model adalah konsep yang mempunyai tujuan
menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada dunia sekelilingnya untuk
memecahkan atau menyederhanakan persoalan kehidupan sehari-
hari; Model memiliki karakteristik berupa: (1) merupakan deskriptif
naratif; (2) memiliki prosedur atau langkah-langkah; (3) memiliki
tujuan kl'l:.lsus, (4) digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan
(5) meru

Jepresentasi suatu sistem.
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4
B. Kegunaan Model
Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram,

afik atau persamaan matematis. Model-model akan mempermudah,

gré 2 3
tugas analis kebijakan publik (public policy analyst) dalam upaya

memahami bagaimana proses perumusar, implementasi, dan evaluas;
kebijakan itu sendiri. Dengan kata lain, untuk mempermudah
pekerjaan analisis dalam memahami realita kebijakan yang kompleks,
dibutuhkan alat bantu konseptual yang berfungsi sebagai pembimbmg,
Sebuah model yang baik, dikutip dari Laster dan Stewart (2000), pada
{ataran tertentu dapat memainkan peran kunci semacam penyedia
hamparan lahan atau pemberi gambaran secara grafikal beberapa
aspek penting dalam proses kebijakan. Meskipun demikian, kita
masih harus ekstra hari-hati dalam memperlakukan setiap mode]
apapun. Di satu sisi, model-model itu memang dapat membantu kita
dalam memahami realita secara lebih baik dengan menyederhanakan
masalah-masalah kebijakan yang kompleks, Namun di sisi lain,
model-model itu juga dapat mengerdilkan kecerdasan dan daya
imajinasi kita, alias mendistorsi pemahaman atas realitas yang ada.
Tujuan pokok diciptakannya suatu model, yakni sebagai upaya untuk
mengejawantahkan, meniru, menjelaskan, meramalkan, mencoba,
dan menguji hipotesis.

Model yang digunakan dalam kebijakan publik termasuk model
yang konseptual, model seperti ini berusaha untuk:

1. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang politik

dan kebijakan publik;

Mengidentifikasi aspek-aspek yang penting dari persoalan

kebijakan publik;

3. Menolong seseorang untuk berkomunikasi dengan orang
lain dengan memusatkan pada aspek-aspek yang esensial
dalam kehidupan politik; L)

4. Mengarahkan usaha ke arah pemahaman yang leﬁﬁi“bllk

]
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mengenai kebijakan publik dengan menyarankan hal-hal
yang dianggap penting dan tidak penting;

5. Menyarankan penjelasan untuk kebijakan publik dan
memperkirakan akibatnya.

C. Kiriteria Menilai Model

Banyaknya model-model analisis yang telah dikembangakan oleh
pakar kebijakan publik. Maka dari itu, kita perlu jeli untuk menentukan
pilihan model yang sekiranya tepat bagi keperluan analisis kita. Lalu,
bagaimana caranya agar kita dapat mengetahui model yang cocok atau
tidak dengan kebutuhan kita di antara banyaknya model yang ada?
Aspek kegunaan dan manfaat daripada kebaruan atau kecanggihan
model itu sendiri menjadi hal yang sangat dipertimbangkan untuk
menilai kriteria model yang dibutuhkan. Apabila kita dihadapkan
pada persoalan kebijakan publik dan menggunakan model tertentu
sebagai acuan, ada baiknya kita memahami kriteria yang digunakan
untuk menilai kegunaan model tersebut. Thomas R. Dye telah
mengembangkan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk
menilai kegunaan model, yaitu:

1. Apakah model itu menyelaraskan dan menyederhanakan
kehidupan politik agar bisa memikirkannya dengan cara
yang lebih jelas dan membantu memahami antarhubungan
di dunia nyata? Apabila model tersebut terlalu sederhana,
kita dapat melakukan kesalahan dalam memahami realitas.
Namun, apabila modelnya terlalu kompleks, kita bisa menjadi
bingung. Oleh karena itu, model tersebut mungkin tidak
akan banyak menolong dalam menjelaskan kebijakan publik.

4,2 Apakah model tersebut mengidentifikasi aspek-aspek paling

" ... penting dari suatu kebijakan publik? Yang harus menjadi
fokus model tersebut adalah aspek-aspek terpenting dari
gciﬂlpolitik, seperti penyebab atau akibat yang ditimbulkan
kebijalk publik, dan tidak selalu terjebak pada variabel-
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variabel atau keadaan yang tidak relevan. Suatu model hary,g

bisa menyoroti hal-hal yang dianggap paling penting dalar,
kebijakan publik.

Apakah model tersebut mencerminkan kekuatan hubungann},a
dengan realita? Apabila model terlalu ideal atau abstrak, j,
akan sulit terchubung dengan dunia nyata. Suatu mode]
bisa dikatakan baik apabila memiliki keterkaitan dengan
realita yang menjadi referensi empirisnya dan membangy,
kita memperoleh pemahaman yang dalam tentang situas;
alau proses kebijakan yang ada.

Apakah model tersebut mengomunikasikan hal bermakng
yang bisa dipahami semua orang? Apakah model itu memilik;
ciri kesepahaman antarsubjek, yakni konsep tertentu yang ada
dalam model tersebut dapat benar-benar dipahami oleh semyz
orang? Apabila model tersebut ternyata mengomunikasikan
konsep yang tidak membangun pengertian bersama, maka
model tersebut bisa dinilai hanya dipahami sekelompok
kecil orang saja dan tidak membantu kita dalam memahamj
gejala politik (kebijakan publik).

Apakah model tersebut secara langsung mengarahkan kita
pada penyelidikan dan penelitian kebijakan publik? Sebuah

model (kuantitatif) yang baik sepatutnya menyarankan ",

sejumlah hubungan yang dapat diuji (berupa hipotesis) yang

dapat diobservasi, diukur, dan diverifikasi. Kita harus dapat
menerapkan model itu sehingga memungkinkan pengajuan
secara empiris, Model sedikit berguna jika tidak membuat
proposisi-proposisi yang dapat diuji atau tidak atau jika
hubungan-hubungannya satu sama lain tidak bisa diukur
dan diuji dengan data yang berasal dari dunia nyata.

Apakah model tersebut memberikan penjelasan-penjelasan
Khusus tentang kebijakan publik? Sebuah model yang hanya
mendeskripsikan kebijakan publik tentu kurang ber

Konsep Model 7

bila dibandingkan dengan model yang dapat menjelaskan
fenomena (bagaimana dan mengapa) kebijakan publik.
Apakah model tersebut menyodorkan sejumlah hubungan
antarvariabel yang dapat diuji sehingga dapat dipakai
untuk menjelaskan secara agak lengkap mengenai fenomena
kebijakan publik?
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FORMULASI DAN
MODELNYA

A. Konsep Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan adalah perumusan terhadap kebijakan (policy
formulation). Tahap ini sangat penting terhadap fundamental siklus
kebijakan publik karena formulasi merupakan inti dari kebijakan publik.
Formulasi kebijakan disebut juga dengan istilah perumusan kebijakan.

Menurut Islamy (1991), policy formulation dan pembentukan
kebijakan adalah hal yang sama. Keduanya merupakan proses
berkelanjutan dan tidak pernah selesai yang melibatkan serangkaian
tindakan pemilihan alternatif-alternatif, termasuk pembuatan
keputusan.

Adapun Thomas R. Dye (1995) mendefinisikan formulasi kebijakan
sebagai upaya pemerintah dalam mengintervensi kebijakan publik
sebagai solusi untuk berbagai masalah dalam masyarakat. Intervensi

_ atau campur tangan tersebut dapat memaksa publik karena adanya
kewenangan otoritatif dari pemerintah.

- Sementara Laster dan Stewart (2000), dengan mengutip pandangan
Anderson (1990), formulasi kebijakan adalah proses kebijakan di mana
serangkaian tindakan yang relevan dan telah diterima sehubungan
denganad.a;\ya masalah publik tertentu diidentifikasi dan diusulkan
menjadi huh:m—.\'iflanju tnya, mereka menyatakan bahwa masing-

\,9
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Model-

falam proses perumusan kebijakan publik itu secyy,
dalé o

pedakan satu sama Jain, tet , -
apakah masalah kebijakanitu bisa diproses mag

an juga serangkaian tindakan it apa dapyy

masing lahap
(coritis dapatd
menvatu. Misalnya,

apiseccara praktis Merek,

ke agenda pemerintah d
diubah menjadi hukum. -
Sidnev (2007) menjelaskan bahwa formulast kebua}an merupakan

4 awal pembuatan keputusan kebijakan, Artiny,

an menjadi langkah awal yang penting karen,
ebijakan dan decisigy

bagian dari tahap
formulasi kebijak :
memberikan informasi kepada para analis k
makers mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk.mengatasi
suatu fenomena atau masalah publik? Apa tersedia alternatif-alternagig
kebijakan lainnya? Apa kelebihan dan kekurangan d'f“'i masing.
masing alternatif kebijakan yang tersedia tersebut? Selain itu, perly
mengulik informasi lainnya untuk pengkajian dalam membuay
keputusan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa formulasj
kebijakan adalah tugas sulit sebab mensyaratkan pengkajian dan
keseriusan yang sungguh-sungguh dari stakeholder yang terlibat
dalam proses formulasi kebijakan. Apapun hal yang keliru atay
salah dalam proses formulasi kebijakan akan memengaruhi proses
di tahap penerapan kebijakan. Widodo (2017) menjelaskan, apabila
suatu proses formulasi kebijakan dilakukan secara tidak tepat I:la.n

tidak komprehensif, output dari kebijakan yang sudah diformulasikan

tidak dapat meraih tataran optimal sehingga tidak dapat diterapkan.”

Dampaknya adalah tujuan dan sasaran kebijakan menjadi sulit untuk
dicapai sehingga juga menyulitkan pemecahan masalah publik yang
ada di masyarakat. Maka dari itu, hal yang perlu dilakukan dalam ini
adalah analisis yang komprehensif supaya bisa dihasilkan kebijakan
publik yang bisa diterapkan, bisa mewujudkan tujuan dan menyentuh

sasarannya, serta bisa memberikan solusi pemecahan masalah publik
yang muncul di masyarakat. e

J
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B. Model Formulasi Kebijakan

Berikut ini adalah uraian dari beberapa pandangan ahli terkait
dengan model formulasi kebijakan publik.

1. Model Thomas R Dye

Beberapa model formulasi kebijakan yang dirumuskan oleh
Thomas R Dye (1995) adalah sebagai berikut.

a. Model Teori Kelompok (Group)

Model ini mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan
(equilibrium). Pokok gagasan model ini adalah interaksi di dalam
kelompok yang kompromistik akan mengasilkan kesimbangan,
sekaligus dengan memperkuat kompromi menciptakan langkah
yang paling baik dalam memproduksi kebijakan publik. Model
Teori Kelompok memiliki serangkaian indikator di bawah ini:

1) rumusan aturan permainan antara Interest Group;

2) melakukan penataan kompromi dan menyeimbangkan

kepentingan;

3) membentuk kompromi di dalam suatu kebijakan; dan

4) mendukung kompromi-kompromi tersebut agar menjadi

kuat.
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b. Model Kelembagaan

Model kelembagaan atau disebut juga model i""‘“‘”-"’iow

berfokus pada peran pemerint
publik Dalam meodel ini, segala sesuatu yang dibuat oleh
pemerintah dengan berbagai cara dianggap sebagai kebijakan

publik. Pada prinsipnya, model ini menitikberatkan pada sejumlah

ah dalam pembuatan kebijakan

fungsi dari suatu unit kerja institusional di pemerintahan ketika
merancang dan merumuskan kebijakan publik. Adapun modg|

ini menggarisbawahi beberapa prinsip, yaitu

1) pemerintah sah dan berwenang untuk menyusyn
kebijakan publik;
2) kebijakan publik memiliki sifat universal atau umum; dap,
3) pemerintah berwenang untuk melakukan pemaksaan
dalam implementasi kebijakan.
Model kelembagaan bisa digambarkan sebagai berikut.

Model
Kelembagnan
Thomas R Dye
Pemerietah sh ; 1
popepirin ICdr.Ip!aan wa':l \
wioritas dalam publik semepiey gl 3
ksaan
membast bersifat P:mw "
kebiphan universal

Gambar 2.2 Model Kelembagaan

Sumber: Model Kelembagaan Thomas R. Dye, desain oleh Kadji
Yulainto

¢ Model Teori Elit (Elite)
T, dj\’_‘mj:*‘l :J'L‘[J_'fi Elit (Elite) berasal dari teori politik elit-massa.
i odel ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat dua kelompok

utama dalam masyarakat, yaitu elit yang memegang kekuaspan

Formulasi dan Modelnya ]

dan massa sebagai kelompok tanpa kekuasaan. Dalam teori ini
ditemukan bahwa meskipun ada demokrasi, kecenderungan
adanya bias dalam pembentukan kebijakan akan selalu ada.
Hal itu karena kebijakan apapun yang dihasilkan pada akhimya
merupakan preferensi politik para elit. Beberapa indikator dari
model ini meliputi
1) preferensi politik yang dimiliki elit;
2) pendekatan top-down;
3) ad ministrator publik mengambil peran sebagai pelaksana
kebijakan;
4) bersifat konservatif dan cenderung mempertahankan
status quo;
5) status quo itu sendiri.
Berikut ini adalah gambaran indikator dari model elit.

1
L

Gambar 2.3 Model Elite
Sumber: Model Elite Thomas R. Dye, desain oleh Kadji Yulainto

h
‘d. Model Proses
‘i~ Dalam Model Proses (Process), politik merupakan serangkaian
aktivitas dan dengan demikian memiliki proses. Model ini memberi
penekanan pada apa dan bagaimana kebijakan itu seharusnya
dibuat. Nnm&n. model ini cenderung kurang memperhatikan

\
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1snya ada dalam suatu kebijakan, Mode|

i v sehart
substansi yang sc ; ”
ah-langkah pembuatan kebijakqy,

bih fokus pada langk

Proses le )
kanan pada aspek substansial Yang

daripada memberikan pene . |
penting dalam suatu kebijakan itu. Adapun rangkaian dqp,
tahapan Model Proses mencakup

1) pungidenli[iknsian masalah;
agenda pembuatan kebijakan;
proposal kebijakan;

2) penataan
3) perumusan
4) proses legitimasi kebijakan;

5) pengimplementasian kebijakan; dan

6) proses evaluasi kebijakan.

Gambar di bawah ini menunjukkan indikator-indikator dar

model ini.

Gambar 2.4 Model Proses
Sumber: Model Proses Thomas R. Dye, desain oleh Kadji
Yulainto.

. Model Teori Rasionalisme (Rational)

Model Teori Rasional menekankan bahwa kebijakan publik
sebagai “maximum social gain”, yakni pemerintah yang berperan
sebagai regulator kebijakan harus memiliki kemampuan untuk
membuat kebijakan yang dapat bermanfaat secara optimal bagi

Formulasi dan Modelnya 15

masyarakat. Oleh sebab itu, pembuatan kebijakan dalam model ini
mesti didasarkan pada keputusan yang diambil atas pertimbangan
rasional, yaitu rasional antara apa yang akan dikorbankan dengan
hasil apa yang akan dicapai. Hal yang lebih ditekankan dalam
model adalah aspek efisiensi atau ekonomi.

Proses pembuatan (formulasi) kebijakan dalam model ini
melibatkan langkah-langkah berikut:

1) memahami preferensi dan kecenderungan publik;

2) menemukan opsi-opsi kebijakan yang ada;

3) menilai setiap konsekuensi dari suatu pilihan kebijakan;

4) menilai rasio sosial yang dikorbankan; dan

5) memilih alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif.

Susunan formulasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Mol
oo R |
| S—
i ey iy g

Gambar 2.5 Model Rasionalisme

Sumber: Model Rasionalisme Thomas R. Dye, desain oleh Kadji

Yulainto

'_\f. Model Inkrementalis

., Model Inkrementalis atau Inkremental (Incremental)
merupakan kritik terhadap model rasional. Para pembuat
hehijak‘lnli.dak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan
oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup

N\




Model-Mode

u, intele kiual, maupun

\\Iﬂk[ e +
ang lidak dungmkan

dampak y
pernah dibua
sebelumnya yang harus
Indikator dari model int

1) kebijakan berlanjut,

2) pragmatis atau praktis,

3) sebab ketidakpastian,

4) komitmen masa lalu, dan _ |

5) pertahankan kinerja yang telah dicapai.

Berikut adalah gambar Model Inkrementalis.

§
3

Gambar 2.6Model Inkrementalis

Sumber: Model Inkrementalis Thomas R. Dye desain oleh Kadj

Yulainto

g Model Teori Permainan

Model Teori Permainan disebut sebagai model konspiratif,
yaitu muncul dari awal dalam beragam pendekatan yang sangat
rasional dan tidak dapat menjawab pertanyaan yang sulit
dijelaskan menggunakan fakta dan data vang ada. Ide dasar

| Formulasi. |mplementasi, dan Evaluasi Kehijﬂkan

biaya. Ada kekhawatiran Muncy;
akibat kebijakan yang bEILIm
{ sebelumnya. Adanya hasil-hasil dari kebiiakan
dipertahankan, dan menghindari konflik

dari model ini yaitu formulasi kebijakan berada dafim situasi

Formulasi dan Modelnya 7

: .

persaingan yang ketat, (2) pelakunya tidak berada dalam situasi
pilihan yang independen atau tidak, tetapi sudah berada pada
situasi yang sama-sama bebas atau independen. Adapun model
ini memiliki satu konsep kunci, yaitu strategi: bukan hanya
teraman akan, tetapi juga teraman dari serangan lawan.

Model ini dalam bahasa Inggris disebut Game Theory.
Dalam formulasi kebijakan, model Game Theory sangat abstrak
dan deduktif. Model ini sejatinya berdasarkan pada formulasi
kebijakan yang rasional, tetapi di dalam kondisi yang kompetitif,
yaitu ketika tingkat kesuksesan penerapannya turut menjadi
sorotan. Ada beberapa indikator dalam model ini, yaitu

1) konspiratif,

2) defensif,

3) ofensif,

4) posisi superior, dan

5) dukungan sumber daya.

Berikut adalah gambaran dari indikator model Teori
Permainan.

Gambar 2.7 Model Teori Permainan

Sumbu;),bindel Inkrementalis Thomas R. Dye desain oleh Kadji

% Yulainto
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Model Pilihan Publik

h. _ .
1 tep ¢ - .
n bahasa Inggris discbut Public Choice, M““urul

Model ini dalar

L ini kebijakan adalah su I
ang memiliki kepentingan atas Stk

1 alu proses formulasi dari kuP”lUsan
mode

borsama liap-tiap orang . .
ntu. Adapun dasar dari kebijakannya adalah

an publik (economic of public choice), Teori

ia sebagai lomo econoniicus yang Setiap

keputusan lerle
dari teori ekonomi pili

tersebut memandang manus
individunya mempunyai kepentingan sendiri-sendiri yang haryq

dipuaskan. Prinsipnya yaitu pembeli bertemu penjual, penawsg,
bertemu permintaan (buyer meet seller, supply meet demand),

Indikator dari model ini adalah

1) Preferensi publik,

2) Demokratis,

3) Kontribusi publik, dan

4) Kontrak sosial, seperti yang dapat dilihat pada gambar

berikut ini.
Model
Pilihan Publik ¥
Thomas R.Dye
Preferensi Demokratis
Puhlik
Kontribusi Kontrak
Publik Sosial

Gambar 2.8 Model Pilihan Publik

Sumber: Model Pilihan Publik Thomas R, Dye desain oleh Kadji

\

Yulainto .
e
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i. Model Demokratis

Model demokrasi menggarisbawahi pentingnya melibatkan
sebanyak mungkin suara pemangku kepentingan (stakeholders)
dalam pengambilan keputusan. Ditegaskan dalam model ini.,
setiap individu yang memiliki hak demokrasi harus dilibatkan
secara maksimal di setiap tahapan pengambilan keputusan,
dalam hal ini juga termasuk tahap perumusan kebijakan publik.

Model demokratis diterapkan dalam prinsip good governance
pada sistem pemerintahan yang beramanat supaya di proses
pembuatan kebijakan, semua konstituen, dan pemanfaatan
kebijakan (beneficiaries) difasilitasi keberadaannya dengan baik.
Pada konteks tersebut, model demokratis dianggap sebagai model
yang sangat efektif sebab setiap pihak diwajibkan berpartisipasi
dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan. Hal tersebut karena
setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.
Berikut adalah gambar dari model demokratis.

Model
Demokrasi
Thomas RDye

Elaborasi Kpiindasi

Konstiruen

*, Gambar 2.9 Model Demokratis

e

Sumber: Model Demokratis Thomas R. Dye, desain oleh Kadji

E/ Yulainto
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2. Model Formulasi Kebijakan Berdasarkan Pandangan Davig

Easton o
erupakan {okoh yang mengkaji tentang kerja

suatu sistem dalam konteks formulasi kebiiak_an, N[ode| yang iy
E dengan model Formulasi Kebijakan Daviag
Easton. Menurut maodel ini, kebijakan publik adalah respons i
suatu sistem politik terhadap harapan dan tuntutan _yf_mg timby)
uar batas-batas politik. Dalam hal ini, ada yang
akni kekuatan politik yang

David Easlon m

kembangkan disebut

dari lingkungan di | .
akan masukan-masukan (inputs), y

dinam =
emengaruhi sistem kebijakap,

timbul dari dalam lingkungan dan m _
istem tersebut. Di sisi lain, ada pula keluarap

dan politik dalam s
an oleh sistem kebijakan dap,

(outputs), yakni hal-hal yang dihasilk
politik dari sistem tersebut. Dalam proses formulasi kebijakan, ads

proses yang terus menerus terjadi dan tidak pernah berhenti antara

sistem dan subsistem kebijakan.
Pada tahapannya, model ini berdasarkan pada perspektif sister
menurut Easton bisa digambarkan sebagai berikut.

INPUTS ’ A 2P| OUTPUTS
——» | POLITICAL
SYSTEM
FEEDBACK

Gambar 2,10 Model Sistem David Easton
Sumber: Kadji Yolianto (2015)

Menurut model ini, kebijakan publik merupakan hasil dari suatu
sistem politik. Konsep sistem ini sendiri menunjuk pada seperangkat

-

R

\

F
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institusi dan rangkaian kegiatan yang dapat diidentifikasi dalam
kehidupan masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan
(demands) menjadi keputusan-keputusan yang otoritatif. Selain itu,
konsep ini juga menunjukkan sistem yang saling berkaitan secara
integratif antara elemen dan subsistem yang membentuk sistem
politik dan kebijakan, serta mempunyai kemampuan untuk merespons
kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sekitarnya.

Namun, model ini memiliki kelemahan, yaitu fokus perhatiannya
terpusat pada tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Hal
tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki perhatian
terkait tindakan-tindakan yang tidak diambil oleh pemerintah.

3. Model Formulasi Kebijakan Berdasarkan Pandangan Paine
dan Naumes

Dari model sistem David Easton, Paine dan Naumes
mengembangkan sebuah model formulasi kebijakan publik baru,
yang dinamakan Model Deskriptif. Model ini bertujuan untuk
menggambarkan proses formulasi kebijakan publik secara faktual
dan nyata.

Menurut Paine dan Naumes, model formulasi kebijakan adalah
bentuk interaksi antara suatu lingkungan dan pelaksana kebijakan
di dalam sebuah proses yang dinamis. Asumsinya bahwa proses
formulasi kebijakan melibatkan interaksi nyata yang dinamis
dan terbuka antara perumus kebijakan dan lingkungan. Interaksi
tersebut adalah dalam bentuk keluaran dan masukan (inputs dan
outpuls). Pada akhirnya, keluaran dari suatu organisasi akan
menjadi bagian integral dari lingkungan dan akan terus berinteraksi
dengan organisasi.
ﬁk_ Adapun Model Deskriptif ini dapat digambarkan sebagai berikut.

N
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Model-Mode! Formulast,

Crutpus
(Feadhascil sl skl

Gambar 2.11 Model Paided dan Naumes
Sumber: Kadji Yolianto, (41:2015)

Tuntutan-tuntutan (denands) timbul jika individu atau kelompok
dalam sistem politik memainkan peran (role) dalam memengaryh;
formulasi kebijakan publik. Kelompok-kelompok tersebut secara aktif
berusaha untuk memengaruhi tahapan formulasi kebijakan publik.
Sementara dukungan-dukungan (supports) diberikan jika individy
atau kelompok yang menerima hasil pilihan mematuhi peraturan,
misalnya dengan membayar pajak. Secara umum mereka mematuhj
dan melaksanakan keputusan sebagai produk kebijakan publik yang
sudah terlegitimasi.

b

4. Model Formulasi Amitai Etzioni

Dalam Kadji Yulianto (2015), Amitai Etzioni (1967) mengena]kanx
suatu model formulasi kebijakan yang ia sebut sebagai Model *
Pengamatan Terpadu (Mixed-scanning). Model ini merupakan
suatu pendekatan dalam membuat keputusan yang bersifat pokok
(principal) dan tambahan (incremental); menetapkan tahap-tahap
dari formulasi kebijakan yang pokok dan urusan tertinggi yang
menentukan pembuatan pedoman atau petunjuk dasar; serta
tahapan untuk mempersiapkan beberapa keputusan pokok
dan melaksanakannya pasca-keputusan tersebut terlegitimasi.
“

\

{
b
]
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Penggunaan model dapat digambarkan seperti memakai dua
kamera. Pertama, kamera yang bisa melihat secara keseluruhan
(kamera wide angle); dan kedua, kamera yang bisa melihat secara
detail (kamera dengan zoom).

Model ini dinilai lebih komprehensif karena terinspirasi dari
model sistem, rasional, dan inkremental yang telah dijabarkan di
atas. Berikut adalah gambaran Model Mixed-scanning.

Kepusmmm Fokok
(Principal)

§i

Gambar 2.12 Model Amitai Etzioni
Sumber: Kadji Yolianto (2015:43)

Etzioni mengatakan bahwa inkrementalis memilih keputusan
yang mencerminkan kepentingan suatu kelompok masyarakat
dan memiliki kekuatan terbesar dan sangat terorganisir. Adapun
kelompok-kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan dan tidak
pula terorganisir akan diabaikan secara politik. Di sisi lain, dengan
memusatkan perhatian pada sejumlah kebijakan yang bersifat
jangka pendek dan terbatas, inkrementalis-inkrementalis tersebut
mengabaikan pentingnya pembaruan sosial yang bersifat dasar.
Setiap keputusan yang bersifat besar dan signifikan, contohnya
pernyataan perang dengan negara lain, tidak dapat tercukupi dengan
inkrementalis. Meskipun kuantitas keputusan yang bisa dipilih
secara msiagal memiliki batas, tetapi keputusan dasar tersebut sangat

N
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i ‘kan suasana untuk beberapa ke
penting dan sering memberikan Pakeputugy,

yang inkremental.
5. Model John D. Bryson
ang dicetuskan oleh John D, Bryson

Model formulasi kebijakan ¥ :
del ini memberikan penekanap

2i Model Strategis. Mo
aan rumusan runtutan atau tahap-tahap perumusay,

asar formulasi kebijakan publik. Menurut BTYSOn,
strategis adalah usaha yang didisiplinkan dajap,
pengambilan keputusan dan tindakan penting yang membenpyk
dan mengarahkan cara-cara menjadi organisasi atau kelompok etnjs
lainnya, serta hal-hal dikerjakan dan alasan suatu organisasi atay
ainnya mengerjakan hal tersebut. Proses perencanaan

dikenal sebag
pada penggun
strategi untuk d

perencanaan yang

kelompok etnis 1

strategis melibatk
eksploratif alternatif dan menegaskan pada implikasi masa depan

an kegiatan mengumpulkan informasi secara luag

dengan keputusan saat ini.

Selain itu, suatu perencanaan stra tegis menurut Bryson bisa
menolong organisasi agar bisa berpikir secara strategis dan mampu
menghasilkan strategi yang efektif, membuat arah masa depan
menjadi jelas, menetapkan prioritas, mengambil keputusan dengan
mempertimbangkan konsekuensi kedepannya, mengendalikan
organisasi, menghadirkan solusi untuk masalah utama yang dihadaf.i
organisasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan yan,
cepat dengan cara yang efektif. ;

Model ini menyoroti tahapan formulasi kebijakan yang melibatkan
langkah-langkah berikut (1) memberikan usulan dan menyetujui
perencanaan strategi (paham terkait manfaat perencanaan strategis
dan mengembangkannya), (2) membuat rumusan panduan proses,
(3) mempertegas wewenang dan misi organisasi, (4) melakukan
analisis SWOT, (5) mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi, dan
(6) merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut. Model
strategis ini berfokus pada langkah-langkah terkait manajemen

:
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strategis.

Model Strategis Bryson dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.13 Model John D. Bryson
Sumber: Kadji Yolianto (2015:45)
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IMPLEMENTASI DAN
MODELNYA

A. Konsep Implementasi

Edward III (1984) menjelaskan bahwa tanpa implementasi
yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil
dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat
setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang
meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau
outconte bagi masyarakat.

Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebfjakan yang
mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya
implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks, bahkan
tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi berbagai kelompok
kepentingan. Eugene Bardach (1991) menjelaskan:

“..adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum

yang kelihatanya bagus diatas kertas, lebth sulit lagi merumuskan dalam

kata-kata dan slogan-slogan vang kedengarannya menenakan bagi telinga

 para pemimpin dan para pemilth yang mendengarkan, dan sulit lagi

*, wntuk melaksanakan dalam bentuk cara yang merumuskan semua orang
. termasuk mereka anggap klien.”

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting
dalam seluruh struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses
kebijakan mkgselumhm dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan

\
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tujuan, hal ini dipertegas oleh Chieflo
i (1981) dengan mengatakan pe]aksanaan kebijakan meﬂiad;
Udoji (198 penting dibandingkan pembuat kEbiiakam
2 sekedar berupa ide atau rencana o
arsip jika tidak diimplementasikap,

aian
atau tidaknya pencapd

hal yang jauh lebih
Kebijakan—kcbijakan hany
vang lersimpan rapi dalam | ‘
) mentasi merupakan proses yang dinamis, PE]akSana

| . .
Imple satau kegiatan, sehingga Merek,

kebijakan melakukan suatuaktivita . N
. i dengan tujuan atau
mendapatkan suatu hasil yang sesual deng j I

kebijakan itu sendiri. Laster dan Stewart Jr (2000:14) menjelasky,

mengenai implementasi s¢
“Implementasi sebagai sunti proses dan statu hasil (output), keberhasilay
1 dapat dinkur atan dilihat dari proses day

bagai berikut:

suatu implementasi kebijakar .
pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai ataw tidoknya
tujuan-tujian yang ingin dirailt.”
Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan yang diutarakap,
oleh Merrile Grindle (1980):
“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat diliat dari prosesnya
dengan mempertahankan apa pelaksanaan progran sesuari dengan yang %
telal ditentukan yaitu meliat pada action program dari individual project '3,
dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai,” \
Daniel Mazmanian dan Paul Sabastier dalam bukunya fmp!emm
and Public Policy (1983:61) mendefinisikan implementasi kebij
sebagai berikut:

“Pelaksannan keputusan kebijakan dasar, binsanya dalam bentuk
snidang-undang, nann dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan tersebut
mengidentifikasikan masalal yang ingin diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapni, dan berbagai cara untuk
menstrukivrkan atau mengatur proses .lrnplenrenl'asirlya"

Sementara itu, Van Mater dan Van Hormn (1975:139), mendefinisikan
implementasi kebijakan sebagai, “Tindakan-tindakan yang dilakukan
oleh individu-individu atay pejabat-pejabat atau kelompokzkelompok
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pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptannya tujuan-
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat tiga hal yang perlu
diperhatikan dalam cara implementasi kebijakan tercapai tujuannya,
yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas
kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

B. Model Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang terlihat bagus di atas kertas, tidak akan berarti
apabila aktivitas kegiatannya tidak dilakukan sesuai dengan tujuan
dari kebijakan dibuat. Perlu diketahui bagaimana kemampuan
pelaksana, komitmen pelaksana, dan kemampuan sumber daya
yang ada untuk mewujudkan terlaksananya dan tercapainya tujuan
kebijakan. Untuk itu, tataran implementasi kebijakan sangat penting
dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mengenal substansi dari
implementasi kebijakan, disajikan beberapa model implementasi
kebijakan yang dikemukakan oleh para pakar dan pemerhati kebijakan
publik yang akan dijelaskan dalam subbab di bawah ini.

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter
dan Carl Van Horn

Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1975) mengembangkan
sebuah pendekatan yang disebut dengan Model of the Policy
Implementation atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi
Model pendekatan top-down. Proses implementasi tersebut dipandang
sebagai suatu abstraksi atau performansi dari sebuah implementasi
kebijakan yang pada hakekatnya dilakukan dengan sengaja untuk
tujuan agar mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang
tinggi dan terjadi dalam hubungan banyak variabel. Model ini
memiliki asumsi bahwa implementasi dari sebuah kebijakan adalah
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Ukuran dan Tujuan Kebijakan

a. tasi kebijakan bisa d”akukan

Pengukuran kinerja implemen
akan tingkat keberhasilan dengan syarat bahwa ukuran

ri kebijakan tersebut memang realistis dengan
a yang ada di tingkat PElakSanaan
atau tujuan kebijakan tidak realigyg

menggun
dan tujuan da
kondisi sosial dan buday

kebijakan. Apabila ukuran
untuk diterapkan di tingkat warga, pelaksanaan kebijakan akgy,

sulit mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan,

b. Sumber Daya

Keahlian untuk menggunakan sumber daya yang ada juga
memainkan peran yang penting dalam menentukan keberhasilan
proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, manusia adalah
sumber daya yang paling penting untuk menentukan keberhasilan
implementasinya. Beberapa tahapan dalam proses implementasi
menekankan tersedianya SDM yang kualitasnya sesuai dengan
pekerjaan yang diisyaratkan suatu kebijakan dan sudah ditetapl A
secara politik. Dengan demikian, kenihilan kompetensi dan kapabilitas
sumber daya bisa berdampak pada kinerja kebijakan publik.

Sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga di luar
sumber daya manusia adalah sumber daya finansial dan waktu.
Meski sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah
tersedia, akan akan permasalahan pelik untuk mewujudkan
target yang ingin dicapai oleh kebijakan publik jika kucuran
dana melalui anggaran lidak tersedia. Demikian pula dengan
sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja

dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentiiz dengan
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persoalan waktu yang terbatas, hal ini bisa jadi penyebab
kegagalan implementasi kebijakan. Untuk itu, sumber daya
yang dikehendaki oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga
sumber daya tersebut: manusia, finansial, dan waktu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Perhatian utama difokuskan pada agen pelaksana, baik
dalam bentuk organisasi formal maupun informal, yang akan
terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memiliki
signifikansi penting karena kinerja implementasi kebijakan
publik sangat dipengaruhi oleh karakteristik yang sesuai dan
cocok dengan para agen pelaksana tersebut. Sebagai contoh, jika
implementasi kebijakan publik bertujuan mengubah perilaku
atau tingkah laku manusia secara radikal, agen pelaksana yang
ditugaskan harus memiliki karakter yang tegas dan taat pada
aturan serta sanksi hukum. Namun, jika kebijakan publik itu tidak
memberikan pengaruh yang besar dalam mengubah perilaku
dasar manusia, agen pelaksana bisa saja diturunkan sehingga
tidak sekeras dan setegas contoh yang sebelumnya,

Di samping itu, cakupan wilayah implementasi kebijakan
pun harus dipertimbangkan untuk memutuskan siapa agen
pelaksananya. Apabila cakupan implementasi kebijakan semakin
luas, agen yang terlibat juga akan semakin besar.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Sikap menerima atau menolak dari pelaksana memiliki
pengaruh yang sangat banyak akan keberhasilan atau tidaknya
kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin
* terjadi, sebab kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil
formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan
permasalahan yang mereka rasakan. Namun, kebijakan yang
akan diimplementasikan adalah kebijakan “dari atas” (fop down)
yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah

N
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f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menila;
kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkyy,
oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkul'lgan
eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang
telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik
yang tidak kondusif dapat menjadi dalang dari keg«lga!an
kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk
mengimplementasikan kebijakan harus juga memPerhaﬁka_n
kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Model pendekatan implementasi kebijakan publik Van M,
dan Van Horn dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah,

Gambar 3.1Model Pendekatan /i Policy Implementation Proses

(Donal Van Matter dan Carl Van Horn)
Sumber: Leg Agustino (2017) .“
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2. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian

dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lainnya ditawarkan
oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983). Model
implementasi yang ditawarkan mereka disebut A Framework for
Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat
bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah
kemampuan dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang
memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan
proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat
diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang akan dijelaskan
di bawalh ini.

a. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap

1) Kesukaran-kesukaran teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan
tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk
kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator
pengukuran prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta
pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang
memengaruhi masalah. Di samping itu tingkat keberhasilan
suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah
dikembangkannya teknis-teknis tertentu.

2) Keberagaman perilaku yang diatur
Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya
semakin beragam pula pelayanan yang diberikan sehingga
" semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan
-_jelas. Dengan demikian, semakin besar kebebasan bertindak
"ya.ll'l.g harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana
(adfrii!}isrrator atau birokrat) di lapangan.
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4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaky Yang

dikehendaki

Semakin besarjumlah perubahan perilaku yang dikehen, daks
oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksan,
memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya, ada s ejumiay
masalah yang lebih dapat di kendalikan bila tingkat dan Tuang

lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu besar.

. Kemampuan Kebijakan menstruktur Proses implementas;

Secara Tepat

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang
yang dimilikinya untuk menyusun proses implementas;
secara tepat melalui beberapa cara, yaitu: »

Y

1) Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan
resmi yang akan dicapai

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk=+
petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala priorilasll-

atau ukuran kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan
aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa
output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan

dengan petunjuk tersebut.
2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan

Memual suatu teori kausalitas yang menjelaskan
5.

\
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bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan
dicapai melalui implementasi kebijakan.

3) Ketetapan alokasi sumber dana

Tersediannya dana pada tingkat batas ambang tertentu
sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai
tujuan-tujuan formal.

4) Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan di antara

lembaga atau instansi pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap
peraturan perundangan yang baik adalah kemampuannya
untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika
kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan
lembaga lupa dilaksanakan, maka koordinasi antarinstansi
yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi
kebijakan justru membuyarkan tujuan dari kebijakan yang
telah ditetapkan.

5) Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan

pelaksana

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan,
memperkecil jumlah titik-titik veto dan intensif yang memadai
untuk kepatuhan kelompok sasaran. Suatu undang-undang
harus dapat memengaruhi lebih lanjut proses implementasi
kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-
aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan termaktub
dalam undang-undang

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang

- diisyaratkan demi terciptanya tujuan. Hal ini sangat signifikan

karena top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk
". p
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1) Kondisi sosial-ckonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayal.
wilayah hu
ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaryh
terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam
suatu undang-undang. Oleh karena itu, faktor eksternal jugy
menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan
suatu upaya pengejawantahan kebijakan publik.

2) Dukungan publik ‘k

Hakikat perhatian publik bersifat sesaat menimbulkan.
kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong
tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan*
dibutuhkan adanya sentuhan dukungan warga. Untuk itu,
mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam
proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok
masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak dicapta.i oleh suatu
kebijakan publik akan sangat berhasil apabila.di tingkat

\

kum pemerintah dalam hal kondisi sosial, *
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“

masyarakat, warga bersikap kondusif terhadap kebijakan
yang ditawarkan pada mereka, Ada semacam local genius
(kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat
memengaruhi keberhasilan atau gagalnya implementasi
kebijakan publik. Hal terscbut sangat dipengaruhi oleh sikap
dan sumber yang dimiliki oleh masyarakat.

4) Kescpakatan dan kemampuan kepemimpinan para
pejabat pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi
dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan
pengaruhnya dalam badan-badan pelaksana melalui
penanganan institusi dan pejabat teratas. Selain itu, kemampuan
berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga
untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi indikasi
penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

[ =g pr—p—
T R Porbt Gtk S
B Timght Parubia Paribel g D obmink

l l

Fiaisinsen dus Koneiomnsl Tupesn

]

2

L Erwrew Aldes

4 Eterredwn (et e Rrtaas
Fristeans

8. Amrsa Cvishasms durl rmbams
Pelshrang

& Deshrdes Pusks Puskes.
T, Kpwibubaen Keewis Dbek Lest

alsm Preso

e Vit S %ﬂ T e -
Nkt : o =,
o losbasn 1_-‘-’—--‘- Rybepten Hrre— Lty

Gambar 3.2 Model Pendekatan A Framework for

Implementation Analysis Daniel Mazmanian and Paul Sabatier

Sumber: Leo Agustino (2017)
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Gambar 3. 3 Model Pendekatan Direct and Indirecton |
Implementation George C. Edward III
Sumber: Leo Agustino (2017)

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implemen|
kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: _

Pertama adalah komunikasi kebijakan. Faktor ini mempakaﬁ
proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan
(policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors).
Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara
lain dimensi penyampaian informasi (fransmission), kejelasan (clarity),

dan konsisiensi {consistency). n

&

i, implementasi, dan Evaluasi Kebijay,
: n

an ketiga yang berperspekyig .

kebijakan publiknya deng,
On Im;:h'urcrrmrimr. Dalam Pendekatan
n oleh Edward 111, terdapat empat variabe] Yang
ilan implementasi suatu kehiiakan,

implementasi dan Modelnya 39

Dimensi transmission yaitu menghendaki agar kebijakan publik
disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga
disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Sementara
itu, dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang
ditransmisikan kepada para pelal agar sasaran kebijakan dapat
diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang menjadi
maksud dan tujuan dari kebijakan. Terakhir, dimensi konsistensi
(consistency) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan
suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau
dijalankan.

Kedua adalah sumber daya. Meski ketentuan atau aturan jelas
dan konsisten tetapi para pelaksana kebijakan yang bertanggung
jawab kurang memiliki sumber daya, maka implementasi kebijakan
tersebut tidak akan efektif. Dimensi sumber daya terdiri dari tiga, yaitu
manusia (staff), peralatan (facilities), serta informasi dan kewenangan
(information and authority).

Dimensi sumber daya manusia adalah efektivitas pelaksanaan
kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur)
yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Sementara itu,
dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan
untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya,
dimensi informasi dan kewenangan adalah informasi yang relevan
dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu
kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin
dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi. Disposisi merupakan karakteristik yang
menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan
birokrasi (staffing the bureaucracy) dan insentif (incentives). Dimensi
pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan
pegawai pelaksana kebijakan. Orang-orang yang dipilih harus
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ap implementator dalam be“indak_

pelaksanaan kel

koordinasi yang dibutuhkan semakin intensif.

4. Model Hogwood & Gunn
Model ketiga dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis
A. Gunn (1978). Model ini menegaskan beberapa syarat bEriku_t ini
yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi kebijakan. :
a. Berkaitan denganjaminan bahwa lembaga/badan Pelaksai{a
tidak akan mengalami masalah yang besar akibat kondisj

eksternal yang dihadapi.
b. Apakah tersedia cukup waktu dan sumber daya y:

memadai untuk melaksanakannya? 5

i

¢. Apakah perpaduan sumber daya yang dibutuhkan benar-
benar tersedia?

d.  Apakah kebijakan yang akan dilaksanakan didasarkan pada
hubungan kausal yang andal? '

€. Sebanyakapakah hubungan sebab-akibat yang terjadi dengan
asumsi bahwa semakin sedikit hubungan tersebut, semakin
tinggi juga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut

|mplementasi dan Modelnya 4
dapat dicapai.
f.  Apakah ada hubungan ketergantungan kecil antara pihak-
pihak yang terlibat?
g. Memiliki pemahaman yang mendalam dan kesepakatan

tentang tujuan yang ingin dicapai.

h. Tiap-tiap tugas sudah diuraikan secara rinci dan diletakkan
dalam urutan yang benar.

i.  Memiliki komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

j.  Tiap-tiap pihak yang mempunyai wewenang kekuasaan
bisa menuntut dan memperoleh kepatuhan yang sempurna.

Gambar 3. 4 Model Hogwood & Gunn
Sumber: Yulianto Kadji (2015)

Model Hogwood dan Gunn didasarkan pada konsepsi manajemen
strategis yang mengarah kepada praktik manajemen yang sisternatis
dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik.
Kelemahannya, konsep ini tidak secara tegas memiliki sifat politis,

strategis, dan teknik atau operasional.

5. Model Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter
Pen%aan Model Elmore, Lipsky, Hjem & O'Porter diambil
dari tokoh penyusunnya, yaitu Richard Elomore (1979). Michael

\
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Model ini juga mengedepankan dua variabel utama, Yyaitu content
of policy dan context implementation, serta dampak (impact) dari
kebijakan itu sendiri.

Content of policy dan contex meliputi (a) kepentingan yang
terpengaruhi oleh kebijakan, (b) jenis manfaat yang akan dihasilkan,
(c) derajat perubahan yang diinginkan, (d) posisi penyusun kebijakan,
(e) lembaga/kelompok yang melaksanakan program, dan (f) sumber
daya yang digunakan. Konteks implementasi untuk variabel tersebut
melibatkan (a) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari individu
yang terlibat; karakteristik lembaga dan pemerintah; serta kepatuhan
dan responsivitas. Adapun dampak (impact) dari kebijakan itu sendiri,

yaitu manfaat dari program, serta perubahan dan peningkatan
kehidupan masyarakat.

6. Model Gordon Chase

Model ini dikembangkan berdasarkan hasil studi kasus
implementasi tiga jenis pelayanan masyarakat kota yang
dilakukan oleh Pemerintahan Kota New York dalam bidang
pelayanan kesehatan dan pengawasan obat. Dari hasil studi
tersebut ditemukan, bahwa hambatan utama dalam implementasi
program pelayanan terhadap masyarakat dapat dibedakan dalam
kategori: (1) masalah-masalah yang timbul karena kebutuhan
operasional yang melekat pada program itu sendiri; (2) masalah
yang timbul dalam kaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan
guna pelaksanaan program tersebut: dan (3) masalah-masalah lain
yang timbul karena keterkaitan dengan organisasi atau birokrasi
lainnya yang memerlukan dukungan,
guna melaksanakan program tersebut.

" Gorden Chase (1979)
sumber sebagai berikut:
B

bantuan, dan persetujuan

memperinci ke dalam 15 bidang atau
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d) Daya Tarik program bagi personal (Altractiveness of
program to personrel)

Ruang (Space)

a) Sifat fasilitas saat ini (Nature of the current facilities)

b) Ketersediaan fasilitas (Availability of facilities)

¢) Program khusus dalam memperoleh penggunaan
ruang (Special programs in acquiring on using space)

Perlengkapan dan peralatan teknis (Supplies and technical

equipment)

a) Ketersediaan dan kegunaan (Availability and usability)

b) Pentingnya teknologi (Importance of technology)

Kesulitan yang timbul karena kebutuhan untuk membagi
wewenang (Difficulties arising from need to share authority)

1)

Agen atas (Overhead Agencies)
Respon yang menguntungkan (Nelihood of favorable

response)

2)

3)

4)

Instansi lainnya (Other line agencies)
a) Tingkat Keterlibatan (Extent of involvement)
b) Sifat kritis keterlibatan (Critical nature of involvemnent)
¢) Kemungkinan kondisi kerja yang harmonis (Likelihood
of harmonique working conditions)
d) Kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab
(Ability to informit responsibility)
Politisi terpilih (Elected politicians)
a) Kapasitas untuk membantu (Capacity to help on hurt)
b) Inisiasi untuk membantu (Inclination to help on hurt)
Tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Higher level of
governmment)
a) Diluar otoritas (External of authority)
b) Jumlah transaksi (Number of transactions)
c) Sifat Politicus (Nature of politicus)
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Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (]980)
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Sementara itu, untuk konteks implementasinya adalah kekuasaan,
kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga
dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap

Namun, jika kita mencermati Model Grindele ini, kita dapat
pahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahaman yang
komprehensif akan konteks kebijakan. Khususnya yang menyangkut
dengan implementor, penerima implementasi; area konflik yang
mungkin terjadi di antara para aktor implementasi; dan kondisi-
kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Gambar 3.6Model Implementasi, Grindle, Merilees S.
Sumber: Subarsono (2010)

8. "Model Jan Merse

Menurut Jan Merse, faktor-faktor yang memengaruhi model
implementasi kebijakan adalah a) informasi, b) isi kebijakan, )
dukungan wuakat (fisik dan non-fisik), dan d) pembagian potensi,

AN
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Gambar 3.7 Model Jan Mers
Sumber: Yulianto Kadji (2015)

Penegasan Jan Merse sebagaimana pada ilustrasi gambar
diatas menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetg;

membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masy.
sebagai pemangku kepentingan. Hal itu berkaitan dengan pentin
keikutsertaan masyarakat di setiap kegiatan implementasi
kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan,

9. Model Warwic

Menurut Warwic, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan
dalam dalam implementasi kebijakan, yaitu

a. kemampuan yang dimiliki oleh organisasi,

b. informasi yang tersedia, %

¢ dukungan-dukungan, dan ?
d.

pembagian potensi,

B o e e

mplementasi dan Modelnya

Implementasi
Kebijslean

=

Gambar 3.8 Model Warwic
Sumber: Yulianto Kadji (2015).

Berikut ini adalah penjelasan dari keempat faktor tersebut.

a. Kemampuan organisasi

Implementasi kebijakan pada tahap ini dapat dimaknai
sebagai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya,
seperti yang telah dibebankan atau ditetapkan pada suatu
organisasi. Kemampuan organisasi terdiri dari unsur pokok: (i)
kemampuan teknis, (ii) kemampuan dalam menjalin hubungan
dengan organisasi lain yang beroperasi dalam bidang yang sama,
yang bermakna koordinasi antarinstansi yang terkait, dan (iii)
meningkatkan sistem pelayanan dengan mengembangkan “SOPs”
(Standard Operating Procedures), yaitu pedoman alur kerja dalam
pelaksanaan kebijakan. 3

b. Informasi

Kurangnya informasi yang disampaikan oleh para aktor
terhadap objek kebijakan atau kurangnya komunikasi antara
- organisasi pelaksana dengan objek kebijakan.
“e. Dukungan

S,
'\Eurang dukungan dari objek-objek kebijakan untuk “terikat”

pada

tu kegiatan atau untuk memenuhi suatu kewajiban
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10. Model Rippley dan Franklin

engalak
alakan suatu implementasi kebijakap,

Rippley dan Franklin m an bahwa ada tiga faktor yang
ippley dan Fr:

erlu dilinjau unluk bisa meng .
p aksanakan. Pertama, perspektif kepatuhan yang

sram berhasil dil
program be patuhan para pelaksana kebijaka,

mengukur implementasi dari ke .
Kedua, keberhasilan implementasi yang diukur dari kelancarap
! s

pelaksanaan rutinitas dan tanpa menghadapi masalah, Ke”ga,
implementasi yang berhasil mencapai kinerja yang memuaskap
semua pihak, khususnya kelompok masyarakal yang menerima
manfaat dari program tersebut. Model ini bisa diilustrasikan sepertj

di bawah ini.

Kelaneamn dnn
tidak ndanyn personl

Haberbmuiinn
lmplementasi Kebijakan

Gambar 3.9 Rippley dan Franklin
Sumber: Yulianto Kadji (2015).

Rippley lebih menegaskan bahwa sctiap produk icebijakan publik
yang siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan
menyinergikan tiga fakior ulama, yakni:

L

*
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Tingkat kepatuhan aparatur. Aparatur pelaksana (implementor)
kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentalitas yang
mewujud pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam
melaksanakan setiap kebijakan publik.

b. Kelancaran dan tidak adanya masalah, Para pelaksana
kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminasi setiap
permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi
kebijakan publik. Setiap pelaksana menjadi problem solver
bukan sebaliknya: menjadi pemicu permasalahan.

c. Kinerja. Setiap pelaksana kebijakan pada akhirnya bermuara

pada efektif atau tidaknya proses implementasi dari kebijakan

itu sendiri. Proses implementasi kebijakan yang efektif
tentunya akan melahirkan optimalisasi kinerja kebijakan.

Namun, efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan publik

ditentukan oleh kinerja individu dan para pelaksana kebijakan

publik itu sendiri.

.

11. Model Jaringan

Model jaringan menegaskan bahwa proses implementasi kebijakan
adalah sebuah complex of interaction processes di antara sejumlah besar
aktor yang berada dalam suatu jaringan (network) aktor-aktor yang
independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebut
yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan,
permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi-
diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.

Pemahaman ini dikembangkan dalam sebuah buku yang ditulis
tiga orang ilmuwan Belanda, yaitu Walter Kickert, Erik Hans Klijn,
dan Koop Koppenjan, dalam buku Managing Complex Networks:
Strategies for the Public Sector (1997),

‘Model ini menegaskan bahwa semua aktor berada dalam jaringan
relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang
berbeda. Tidak ada aktor sentral dan koordinator. Pada pendekatan

R AR i e O
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Gambar 3.10 Model Jaringan
Sumber : Yulianto Kadji (2015)

12. Model Charles O. Jones

Menurut, Charles O. Jones implementasi kebijakan merupakap
kegiatan yang ditujukan untuk mengoperasikan suatu program
dengan melihat tiga aktivitas utama, yakni organisasi, interpretasi, dan
penerapan (aplikasi). Model ini dapat digambarkan sebagai berikut,

Implementas]
Kebijakan

Gambar 3. 11 Model Cherles O. Jones
Sumber: Yulianto Kadji (2015)

Setelah melihat ilustrasi gambar di atas, kita dapat mengetahui

bahwa ada tiga faktor utama, menurut Charles O. Jones, yang

memengaruhi implementasi kebijakan publik, Berikut penjelasannya.
ol e

B
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a. Organisasi
Setiap pelaksanaan atau implementasi kebijakan publik kapan
dan di mana pun kebijakan itu dioperasionalisasikan, harus
didukung oleh eksistensi organisasi yang fleksibel dengan tugas
pokok dan fungsi yang jelas dan terarah. Implementasi kebijakan
publik perlu didukung pula oleh pelaksana kebijakan yang andal
dan memiliki kapasitas yang tidak diragukan dalam menjalankan
tugas-tugas keorganisasian. Sehingga setiap kebijakan yang
dijalankan akan menjadi sebuah realitas dan berterima untuk
kepentingan publik.
b. Interprestasi
Meskipun setiap kebijakan strategis yang dihasilkan dapat
langsung dilaksanakan tanpa harus diterbitkan derivasi kebijakan
teknisnya, akan tetapi lebih ideal dan realistis jika kebijakan
strategi itu tetap diinterpretasi atau dijabarkan secara lebih
teknis dan implementatif. Hal tersebut ditujukan agar setiap
orang atau pelaksana dapat lebih memahami apa yang harus
dilakukan sebagai sasaran dan target yang akan dicapai oleh setiap
kebijakan tersebut. Contoh, Peraturan Daerah (Perda) adalah
kebijakan strategis yang belum bersifat teknis implementatif.
Untuk itu, perlu diterbitkan keputusan kepala daerah tentang
petunjuk teknis operasional terhadap pelaksanaan Perda tersebut.
Selanjutnya setiap kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
dapat menderivasi kebijakan ataupun Keputusan Kepala Daerah
tersebut yang lebih bersifat teknis operasional melalui Keputusan
Kepala SKPD yang bersangkutan. Tujuannya agar setiap aparatur
dalam SKPD dapat dengan segera melaksanakan ide dan gagasan
yang teramanahkan dalam kebijakan publik yang bersifat strategi
“untuk kepentingan publik.
¢ Aplikasi:
Setiap Produk kebijakan vang dijalankan oleh organisasi
yang flelﬁibgl dan eksistensial, serta didukung oleh kemampuan

N\
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Model Goggin Bowman, dkk
dkk (1990) dalam bukunya [mplementation ”’Wry

Goggin Beown, -
jon, secara implisit mensyaratkap,

tiga) hal penting dalam implementasi kebijakan: 1) isi pesan, 2)
dan 3) persepsi tentang pimpinan. Ketiga hal tersep,
sebelas indikator yang diilustrasikay,

di bawah ini.

i
| / dalam implementasi kebijakan, Tiga tersebut adalah sebagai berikut.

1 i

1 Panisipasi masyaralat

3 Fekwessl  pengulingan|
peln

4, Tipe kabijalan

5. Penerions kebijaian

Gambar 3.12 Model Goggin Bowman, dkk

Sumber: Yulianto Kadji (2015) >

Berdasarkan Model Goggin, ada tiga hal yang harus diperhatikan

Jmp!ementssi dan Modelnya -

a. [Isi pesan

Terdapat beberapa indikator fokus dari isi pesan ini antara lain:
1) informasi yang jelas mengenai kebijakan;
2) kredibilitas dari sebuah pesan sebagai suatu solusi; dan
3) konsistensi kebijakan yang diambil,
b. Bentuk pesan
Bentuk pesan juga memiliki beberapa indikator fokus, yaitu:
1) efisiensi dari suatu kebijakan;
2) partisipasi atau peran aktif masyarakat dalam suatu
kebijakan;
3) frekuensi pengulangan pesan yang disampaikan;
4) tipe suatu kebijakan; dan
5) penerima suatu kebijakan.

c. Persepsi tentang pimpinan
Beberapa indikator fokus berkaitan dengan persepsi tentang
pemimpin antara lain:
1) sumber daya yang ada;
2) legitimasi dari pimpinan daerah (pemda) yang membuat
kebijakan; dan -
3) kredibilitas dari pimpinan tersebut.

14, Model Matland

Richard Matland (1995) mengembangkan suatu model yang
dikenal sebagai Model Matriks Ambiguitas-Konflik. Menurut model
ini, terdapat empat jenis implementasi. Pertama, implementasi secara
administratif, yaitu implementasi yang dilaksanakan dalam operasi
harian di birokrasi pemerintah. Kebijakan dalam implementasi ini
memiliki tingkat ambiguitas atau ketidakjelasan yang rendah, serta
konflik yang rendah pula, Kedua, implementasi secara politik, yaitu
implementasi yang membutuhkan sifat memaksa. Kebijakan dalam

implementasi‘ini memiliki tingkat ambiguitas yang rendah tetapi
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Tabel 01 Matriks Matland

Secara prinsip Model Matrik Matland mempunyai “empat tepat”
yang harus ada terkait dengan keefektifan implementasi kebijakan, .

Berikut penjelasannya. Q

a. Ketepatan Kebijakan i

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari (2) sejauh mana kebijakan
yang ada lelah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan
masalah yang hendak dipecahkan, pertanyaannya untuk ini
adalah how excellent is the policy, (b) apakah kebijakan tersebut
sudah dirumuskan sesuai dengan karakteristik masalah yang
hendak dipecahkan, dan (c) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga

yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai
dengan karakter kebijakan, =

h

-
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b. Ketepatan Pelaksana

Pelaksana kebijakan bukan hanya permerintah. Ada tiga lembaga
yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu pemerintah, kerjasama
antara pemerintah-masyarakat atau swasta, dan implementasi
kebijakan diswastakan (privatization atau contracting out), Terdapat
beberapa contoh pihak mana yang paling berperan berdasarkan
kebijakan yang dilaksanakan: (a) kebijakan-kebijakan yang bersifat
monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai
derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan
keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah; (b) kebijakan
yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan
kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung jawab eksekutif
(pemerintah) bersama masyarakat; serta (c) kebijakan yang
bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat, seperti bagaimana
perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan
efektif melaksanakannya sendiri, misalnya pembangunan industri-
industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis yang
sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

c. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni (a)
apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan,
apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program
lainnya, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain;
(b) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau
tidak dan kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, tetapi
juga apakah kondisi target ada dalam konflik mendukung atau
menolak; dan (c) apakah intervensi implementasi kebijakan
begsifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan
sebélumn)'a. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru
tetapi pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan
hasil yang sama sekali tidak efektif.
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16. Model Shabbir Cheema dan Dennis A, Rondinelli

Model Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli menjelaskan
rerdapat empat kelompok variabel yang dapat memengaruhi kinerja
dan dampak suatu program, yaitu

a. kondisilingkungan,

b. hubungan antarorganisasi,

sumber daya organisasi untuk implementasi program, dan
karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Gambar 3.15 Model Shabbir Cheema dan Dannis A Rondinelli
Sumber: Subarsono (2010)

17. Model David L. Wrimer dan Aidan R. Vining
Dalam pandangan Waimer dan Vining (1999) ada tiga kelompok
variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi

suatu program, yaitu
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ekonomi, pertahanan dan keamanan (hankam), sef‘la fis‘ik atay
geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di daerah
tertentu, tetapi ada pula yang ternyata gagal diimplementasikan
daerah lain.

Kemampuan pelaksana (implementor) dimaksudkan sebagaj

keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat

kompetensi dan keterampilan dari para pelaksana kebijakan.

18. Model Thomas B. Smith

Thomas B. Smith (1973) menyatakan bahwa kebijakan
pemerintah telah diartikan sebagai tindakan pemerintah yang
penuh pertimbangan untuk membentuk pola-pola transaksi
dan institusi atau untuk mengubah pola-pola yang mapan pada
institusi-institusi lama. Kebijakan diformulasikan oleh pemerintah;
yang kemudian berperan memunculkan tensi atau ketegangan di
masyarakat. Pada saal kebijakan diimplementasikan, baik mereka
yang melaksanakan ataupun yang terdampak dari pelaksanaan
kebijakan tersebut akan mengalami tekanan, gangguan, dan konflik.
Selanjutnya, tekanan-tekanan yang muncul karena adanya proses
implementasi kebijakan akan menyebabkan “transaksi” (respons)
berupa protes, bahkan tindakan fisik, serta akan mendorong
pembentukan institusi-institusi baru untuk mencapai tujua’

i dan Modelnya
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cebijakan. Model implementasi kebijakan Smith dapat digambarkan
perikut ini-

—
.
1}
{"w —

|
Faktar Faktor Liastusess
Tk
. - ks
Gambar 3.16 Model Implementasi Kebijakan Smith
Sumber: Islamy, M Irfan (2017)
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Proses implementasi kebijakan terdiri dari 4 (empat) komponen
perikut ini.

1) Kebijakan yang diinginkan adalah pola-pola interaksi yang
diinginkan oleh mereka yang telah mendefinisikan kebijakan.

2) Kelompok sasaran adalah mereka yang diminta oleh kebijakan
untuk mengadopsi pola-pola interaksi baru. Mereka adalah
orang-orang yang paling banyak terkena dampak kebijakan.

3) Organisasi pelaksana adalah unit birokrasi pemerintah yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijakan.

4) Faktor-faktor lingkungan adalah unsur-unsur atau komponen
yang ada di lingkungan yang berpengaruh terhadap atau
dipengaruhi oleh implementasi kebijakan.

19, Deborah Stone
Deborah Stone dalam bukunya yang berjudul Policy Paradox
the Art of Political Decision Making (2012) menjelaskan bahwa dalam
implementasi ada lima langkah harus dianalisis, yaitu:
a. Equity (keadilan) untuk membahas (a) tentang bagaimana
suatu kelémgok dalam suatu masyarakat dalam
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dengan tiga dimensi Policy of Stakeholder, yaitu pemerintah (zovernment),
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;ncndefinisikan sumberda
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Welfare or Need (kescjahteraan atau keb.uh.ghan] menuryt
faktor-faktor termasuk (a) bagaimana Pe_ml,almmya' (b) hasil
dalam jangka waktunya, (c) ukuran kemiskinan absolut atay
ketidaksetaraan relatif, dan (d) perdebatan tentang moral
-ard atau efek jaminan sosial pada motivasi individu.

t faktor-faktornya, yaitu (a)
kebebasan dari pelaksanaan

ha
Liberty (kebebasan) menuru

keseimbangan umum antara
dan kebebasan dari kerugian yang disebabkan oleh orang

lain, (b) perdebatan tentang tanggung jawab individu dan

negara, serta (c) keputusan tentang perilaku siapa yang

harus diubah.
Security (keamanan), yakni (a) kemampuan kita untuk

mengukur risiko secara ilmiah, (b) persepsi ancaman dan
pengalaman bahaya, (c) perdebatan tentang seberapa besar
risiko keselamatan yang dapat ditoleransi sebelum melakukan
intervensi, (d) siapa yang menjadi sasaran, dan (e) bagaimana
efek pengawasan.

Model MSN - Approach Yulianto Kadji

Yulianto Kadji (2015: 86) mendefinisikan model implementasi
kebijakan publik sebagai suatu produk kebijakan yang nantinya akan
diimplementasikan dan dipastikan akan langsung bersinggungan

[mp|gmen135' dan Madelnya &

ihak swasla (private sector), dan masyarakat sipil (civil society).

perikut ilustrasi dari ketiga sektor yang berkepentingan deng

kehjfﬂkan pub]ik tersebut.

/

Gambar 3.17 Tiga sektor yang berkepentingan dengan
Kebijakan Publik versi Yuliante Kadji

Sumber: Yulianto Kadji (2015)

llustrasi gambar tersebut menegaskan bahwa dalam domain good
governance terdapat tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan
kebijakan dan pengelolaan tata pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan, yaitu pemerintah (government), pihak swasta (private
sector), dan masyarakat sipil (civil society).

Pemerintah (government) dalam eksistensinya baik sebagai pihak
pembuat kebijakan dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan),
juga sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor
swasta (private sector) sebagai pihak yang berkepentingan dengan
produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan
kemasyarakatan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja
bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki keahlian-keahlian
tertentu, mahn_l\amsnya mereka berada pada garda terdepan untuk

-
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Gambar 3.18 Model MSN Approach Yulianto Kadji
Sumber: Yulianto Kadji (2015:88)

Dari gambar di atas, dapat dijabarkan bahwa sebu;h kebijakan
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kan atau memerhatikan Model MSN-Approach (Mentality-
ch, System-Approach dan Networking-Approach) atau pendekatan

Mentality-Approach (Pendekatan Mentalitas)

Pertama mengenai sikap pemerintah, paling tidak untuk
mewujudkan sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual
dikembangkan kepada semua elemen baik pemerintah, swasta,
maupun masyarakat sipil agar keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan semakin kokoh, sebab apapun yang kita kerjakan akan
dipertanggun gjawabkan kepada-Nya. Sikap spiritual dapat
dideskripsikan dalam bentuk menghargai, menghormati, dan
menghayati ajaran agama yang dianut. Sementara itu, untuk
sikap sosial bahwa semua elemen baik pemerintah, swasta,

.

maupun masyarakat sipil harus semakin berakhlak mulia,
mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap sosial
dapat dideskripsikan dalam bentuk jujur, disiplin, toleransi,
gotong royong, santun, dan percaya diri. Sikap spiritual sebagai
perwujudan dari penguatan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang
Maha Esa. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi
kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.
Kedua adalah perilaku pemerintah (aparat pembuat/
pengambil dan pelaksana kebijakan), serta sikap kalangan
entrepreneur/pihak swasta dan masyarakat sipil, yang dapat
dideskripsikan dalam bentuk a) memahami dan mengenali
perilaku sebagai kode etik dimanapun beraktivitas, b) melakukan
tindakan yang konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c)
bertindak, berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan
itu, dan d) bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko

atau biaya yarwkup besar.
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untuk mencapai suat tujuan.
Berkenaan dengan itulah, maka dapat ditegaskan bahwa

setiap kebijakan yang akan diimp[ementasikan tidak luput darj
pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang
melingkupi dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak pendekatan
sistem ini dapat mewujudkan indikator fokus sebagai berikut,

m Regulasi yang dideskripsikan dalam

ang salin

Pertama, Siste
bentuk subsistem berupa kepentingan publik, partisipatif, dan

produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga
sebagai implementor (aparat), meyakini bahwa regulasi yang
dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik serta menggugah
@asyarakat sipil dan entrepeneur lebih partisipatif. Regulasi
juga untuk meningkatkan produkhvitas layanan publik secara
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Sistem Nilai Budaya yang dideskripsikan dalam
subsistem: kearifan lokal, kekerabatan, dan kegotong-royongan.
Pemerintah (aparat pembuat/ pengambil dan pelaksana kebijakan),
serta kalangan entrepreneur/ pihak swasta d arakat sipi
secara bers o oo

ama mengokohkan dan mengh i i
ghormati subsistem
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kearifan lokal berupa adat budaya, bahasa, etnis dan subetnis,
certa menjaga kohesivitas keberatan serta kegotong-royongan
sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan

Pembangunan.
Ketiga, Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang

dideskripsikan dalam bentuk subsystem, yaitu interaksi,
nterdependensi, dan integritas. Pemerintah (aparat pembuat/
pengambii dan pelaksana kebijakan), serta kalangan
entrepreneur/ pihak swasta dan masyarakat sipil secara
persama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi
organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan
m kemasyarakatan, pemerintah dan pembangunan
yang didukung oleh adanya saling keterhubungan (interaksi),
Kesalingbergantungan (interdependensi), dan adanya keterpaduan
(integritas) antara pemerintah, masyarakatsipil, dan pihak swasta
dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

ngra

¢ Networking-Approach (Pendekatan Sistem Kerja Sama)

Di era pembangunan saat ini, sangat tidak beralasan jika
elaksanakan atau mengimplementasikan sebuah

dalam m
masih mengandalkan

kebijakan untuk kepentingan publik,
atau mengedepankan semangat sektor, kelompok, maupun
individualistik. Apapun yang dibangun untuk kepentingan
publik, seyogyanya mengedepankan semangat sinergisitas dan
jejaring kerja sama antarpeman gku kepentingan kebijakan publik.
Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, sinergisitas
dan jaringan kerja sama dalam prinsip simbiosis mutualisme, fake
and give antara pihak pemerintah, pihak swa
sipil mutlak diwujudkan dalam rangka pembangunan untuk
kepentingan publik. Syarat terwujudnya jaringan kerja sama
hanyalah jika ketiga pihak saling menghormati dan memberikan

dukungan terhadap eksistensi satu sama lain. Dalam hal ini, peran

\

sta, dan masyarakat
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1) Kemitraan strategis dijabarkan dalam bentuk subsistery
sama, b) kesetaraan, ¢) keterbukaan, dan d) saling
menguntungkan (memberikan manfaat). Pemerintah,
pihak swasta, dan masyarakat sipil dalam menjalankan
kewajiban dalam perspekrif implementasi

pemerin
Setidakny
mewujudkan indikator

jaring kerja sama ini bjsy

a) kerja

tugas dan
kebijakan sudah seharusnya mengandalkan kerja sama

dalam semangat kesetaraan dan saling keterbukaan, serta
saling memberikan manfaat antarsesama dalam rangka
mewujudkan kepentingan bersama untuk membangun

bangsa.

2) Sinergisitas adalah membangun dan memastikan

hubungan kerja sama internal yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku
kepentingan. Hasil karya yang bermanfaat dan berkualitas
dideskripsikan dalam bentuk subsistem: a) aspek
kelembagaan, b) Kebijakan dan penganggaran program,
€) sumber daya manusia, d) data dan informasi, serta e)
sllra!rzgj monev terhadap kebijakan dan program. Tujuan
.sm(_-rgisitnsadahh memengaruhi perilaku orang secara
individu maupun kelompok saat saling berhubungan,
melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi,
5
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sikap dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan.
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam perspektif
implementasi kebijakan haruslah memperhatikan aspek
kelembagaan, kebijakan dan alokasi SDM, dukungan
berupa data dan informasi, serta strategi monitoring
dan evaluasi yang efektif.

3) Simbiosis mutualisme adalah hubungan saling
menguntungkan antara dua pihak yang berbeda dalam
aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan. Simbiosis
mutualisme dijelaskan melalui subsistem berikut: a)
saling membutuhkan, b) saling menguntungkan, danc)
saling mendukung. Pihak pemerintah, pihak swasta, dan
masyarakat sipil dalam menjalankan tugas dan kewajiban
menurut perspektif implementasi kebijakan sudah
keharusannya mendahulukan keinginan bersama untuk
saling membutuhkan, menguntungkan, dan mendukung
di dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan

publik.
Mengingat pentingnya implementasi kebijakan, maka dalam

tahapan ini sangat dibutuhkan keberadaan (eksistensi) dan peran
dari semua pihak agar terjadi keseimbangan yang ideal antar
tiga dominan pembangunan: pemerintah, pihak swasta,
masyarakat. Ketiganya diharapkan mengedepankan keandalan
mentalitas, fleksibilitas sistem, serta semakin kokohnya jaringan
kerjasama antara policy of stakeiolders tersebut ke arah pencapaian
tujuan dan hakikat pembangunan bangsa dan daerah.

dan

“\
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EVALUASI KEBIJAKAN DAN
MODELNYA

A. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.
Evaluasi menilai sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh
mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dalam Winarno
(2008), Anderson menjelaskan bahwa umumnya evaluasi kebijakan
bisa disebut sebagai aktivitas yang berkaitan dengan perkiraan atau
penilaian kebijakan yang meliputi aspek substansi, aspek implementasi,
serta akibat dari adanya suatu kebijakan.

Sebagaimana dikutip dari Agustino (2017), menurut Laster &
Stewart (2000) evaluasi kebijakan berupaya menilai akibat-akibat
yang dihasilkan suatu kebijakan melalui dampak-dampaknya dan
memberikan penilaian apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak
berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ditentukan. Setidaknya
ada tiga aspek penting dalam melakukan evaluasi kebijakan. Pertama,
evaluasi kebijakan berupaya menghadirkan informasi tentang kinerja
kebijakan yang valid. Dalam konteks ini, fungsi evaluasi adalah
untuk menilai cara pelaksanaan (instrumen) kebijakan dan menilai
output dari penerapannya. Kedua, evaluasi kebijakan berupaya
menilai kelayakan tujuan atau target dalam menghadapi suatu

a,
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todologi. Hal ini berarti bahwa

ontribusi pada kebijakan

evaluasi k
khususnya dalam h
bertujuan untuk mem
kan. Hasi
uk pelaku kebijakan lainnya. Atas
an menganggap bahwa fungsi
yang lebih produktif, sebab

lainnya,
evaluasi kebijakan
hasil penilaian evaluasi kebija

berikan rekomendasi dari
|-hasil tersebut nantinya

akan menjadi materi belajar unt
alasan tersebutlah banyak ilmuw
kebijakan yang satu ini memiliki sifat
tidak berfokus pada kritik akan kekurangannya saja. Sebaliknya, ia
lebih berfokus pada perumusan pembelajaran sebagai upaya untuk
mencegah terulangnya kelemahan atau kekurangan yang sama pada
waktu dan tempat yang lain di masa depan.

Merujuk pada uraian di atas, maka evaluasi kebijakan juga bisa
diawali oleh beberapa pertanyaan penting seperti: a) Apakah kebijakan
atau program memberikan dampak pada subjek kebijakan? b) Siapa yang
membiayai kebijakan kebijakan tersebut (pemerintah pusat, pemerintah
daerah, swasla, bantuan asing, individu)? c) Siapa kelompok masyarakat
manakah yang akan menerima keuntungan dari kebijakan tersebut? Dan
d) Adakah duplikasi kebijakan atau program yang tengah dijalankan
dengan kebijakan atau program lainnya?
kcbi::annu;::r:;:::;duiilht195?) i ASL.ISHHB (e01 7):] ekl
dengan hasilnya. Ad1Pur; ]{:al:'.rtl ;k membandingkan tujuar program

5 ugroho (2009) menjelaskan evaluasi

sebagai proses bandi + d
5al pro me. 1. ngkan antara standar dcng. n fakt
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parsons (2008) menyebut bahwa evaluasi mengandung dua
sspek yang saling terkait, y.aitu evaluasi kebijakan dan kandungan

rogramnya serta evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di
Jalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi
cbijakan dan programnya.

\fenurut Jones (1975), evaluasi kebijakan harus mencakup
sc}umlah kegiatan, antara lain pengkhususan (specification),
engukuran (measurement), analisis, dan rekomendasi. Pengkhususan
(Speg;;ﬁcaﬁc'ﬂ) adalah yang paling penting di antara kegiatan lainnya
Karena mencakup pengidentifikasian tujuan atau kriteria melalui
mana program tersebut akan dievaluasi. Ukuran-ukuran kriteria
ini juga akan digunakan dalam proses penilaian manfaat program.
Selanjutnya, kegiatan pengukuran (measuremenf) yang berkaitan
dengan aktivitas mengumpulkan data-data yang bersangkut paut
dengan objek yang dievaluasi. Sementara kegiatan analisis mencakup
penggunaan data-data yang sudah dikumpulkan guna menyusun
kesimpulan. Terakhir adalah memberikan rekomendasi terkait hal-
hal yang harus diperbaiki ke depannya.

Evaluasi kebijakan akan menentukan keberhasilan penerapan
suatu kebijakan. Adapun suatu kebijakan akan disebut berhasil apabila
membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Dengan demikian,
tahapan evaluasi kebijakan menjadi sangat esensial dalam menilai

keberhasilan penerapan suatu kebijakan, atau tercapai tidaknya

k

tujuan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus
kebijakan public menempati posisi terakhir setelah implementasi
kebijakan. Sehingga wajar jika kebijakan publik yang telah dibuat itu
dilaksanakan lalu'dievaluasi. Analisis kebijakan publik bisa dilihat
dari mulai proses perumusan kebijakan, proses implementasi, hingga
evaluasi kebijakan. Studi,evaluasi kebijakan sangat penting karena
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hwa evaluasi merupa
lik. Sementara itu Winarno (2013) menyatakan
adalah suatu proses yang rumit dan panjang;
ebijakan yang tiada akhir, meskipun ada
apyang memungkinkan lahirnya
bijnkan-kebijnkdn baru. Siklus

valuasi juga diperkuat oleh

hasil dari evalu

cohiiak apatd
Hebhjukanti i kan konsekuens;j
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“terminasi”. Namun, ada tahap-tah
k melahirkan ke
alahirnya €
. dan Suharto (2010)

“reformulasi” untu
kebijakan publik sampai pad

Dunn (2003), Anderson (1990)
evaluasi kebijakan merup

Jain, Itu sebabnya jika ada

Sebagai sebuah siklus, akan satu mata
rantai yang tidak bisa dipisahkan satu sama
kebijakan yang kemudian dievaluasi, hal tersebut biasa terjadi dan tenty

menjadi bagian dari upaya untuk mempe|
an tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab

rbaiki atau menyempurnakan

kebijakan tersebut sesuai deng
1987) dalam Parsons (2008) mengemukakan bahwa evaluasi

itu, Dye (
atis, dan empiris

kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistem
terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya
dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Kebijakan publik yang tidak tercapai sesuai dengan tujuan
karena mengalami resistensi. Hal tersebut akan menjadi salah satu
mengapa suatu kebijakan perlu dievaluasi; dicari apa penyebabnya,
bagaimana solusi yang harus diambil, apakah kebijakan itu harus
dihentikan, dilakukan terminasi, atau melaksanakan reformulasi
untuk mendapatkan kebijakan baru. Dari realitas itu, Parsons (2008)
menyebut bahwa evaluasi mengandung dua aspek yang saling terkait,
yakni a) evaluasi kebijakan dan kandungan programnya, serta b)
evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi
yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program.
Selanjutnya, Lester dan Stewart (2000) menyatakan bahwa evaluasi

suatu kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda Y

Il 5
ertama adalah menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang

. abijakan dan Modelnya
valuasi K .

Ll_lnmbutkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan dengan cara
peri gambaran dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut.
dalah mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan suatu
perdasar pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan
ebelumnya- Tugas pertama merujuk pada usaha melihat apakah

rogram kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang
diinsi“kan atau tidak. Bila tidak, apakah faktor-faktor yang menjadi
enyebabnya: Tugas kedua adalah evaluasi kebijakan berkelindan
erat dengan tugas yang pertama.

Nuthel & Webb (2000) dalam Sugiono (2017) menyatakan
pahwa penelitian kebijakan memfokuskan pada bagaimana
F,L,rm;.sa1ahan—permasalahan kebijakan didefinisikan, agenda
Lebijakan dibuat, rumusan kebijakan dibuat, dan bagaimana kebijakan
giimplementasikan, dievaluasi dan diubah. Berdasarkan hal tersebut,
merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Keley

mem
chl.la 4a

kt-bijakaﬂ

svaluasi

(1997) menyebut penelitian evaluasi kebijakan berada pada seluruh
komponen dalam proses kebijakan. Dalam proses tersebut pembuat
kebijakan (policy maker) akan merumuskan kebijakan berdasarkan
pemikir:mnya sendiri, saran dari penasihat atau peneliti, serta
masukan dari tokoh masyarakat partai dan pemerintah.

Reno Affrian (2021) menjelaskan evaluasi kebijakan program
adalah penilaian terhadap suatu kebijakan, program, atau proyek;
jemen pengelolaan, program

yang penilaiannya dimulai dari mana
lementasi, hingga dampak

yang ditetapkan, kelompok sasaran, imp
dari kegiatan tersebut.

Jenis Evaluasi

1. Menurut Objeknya
Evaluasi kebijakan dapat dikelompokkan berdasarkan objeknya

dan menurut fokus dalam suatu program. Menurut objeknya evaluasi
dapat dikelompokkan menjadi gvaluasi kebijakan, evaluasi program,
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Prayek Guatu kebijakan berlangsung untuk jangka vk yang
yang tidak terbatas sampai kebijakan tersebut dicabut atau
anti dengan kebijakan lain. Misalnya, undang-undang dan

pemerintah akan berlangsung terus sampai dicabut

Uniuk mendukung

pcl.:lu.ma.m program 3
disusun berbagai proyek dig

ang dilaksanakan uniuk [
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setahun 6 bulan. u-hhuhn dan diganti dengan aturan yang baru. Setiap kebijakan kemudian
atau seminggu bahkan | .
sehasl. dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara ( APBN) setiap tahun untuk membiayai semua aktivitas

pelaksana kebijakan.

Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih alternatif
kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ‘
ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah mengukuran nilai dan 4
manfaat kebijakan yang sedang atau telah dilakukan.

Gambar 4.1 Kebijakan, Program, dan Proyek
Sumber: Nugroho (2012)

Kebijakan adalah rencana induk yang disusun oleh pemerintah
dalam melayani kebutuhan anggota masyarakat. Kebijakan
operasional dalam bentuk Undang-Undang Dasar, undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan b
- ) : Ly . Evaluasi Program
Pem;;t;;;s:l?j; untuk memajukan kesejahteraan umum P “
< n 1 e o 1.0 i i i
peneith benm;gem anenyustn kebjakar knsejalite rogram adalal‘ikeglatan at‘ﬂl...l aktivitas yang dirancang untuk :
daing-Undarg Republik Irdonesia No melaksan. akanKkebl]ikan dar; dilaksanakan untuk waktu yang '
tidak terbatas. Kebijakan bersi 2t umum dan untuk merealisasikan
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pay me I.Pl <an ke: f.‘it h{eraan, osial yaltu i
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kebijakan digtisun berbagai jenis program. Misalnya, padabidang
Pendidikan dikeluarkan program Kartu Indonesia Pintar (PIP),
bidang Kesejahteraan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
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akai informasi hasilnya
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Evaluasi masukan bergun
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(man, money, wnaterial, teclnology, dan metho
dan kualitasnya, Evaluasi proses meneliti dan menilai apakah
rogram telah dilaksanakan seperti yang

asi apakah sumber-

intervensi atau layanan p
direncanakan. Sekaligus menilai apakah target populasi yang

direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai
strategi pelaksanaan program. Fvaluasi manfaat meneliti, menilai
dan menemukan apakah program telah menghasilkan perubahan
sosial yang diharapkan.

c. Evaluasi Proyek

Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan
untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan
program. Jangka waktu tersebut dapat satu atau dua tahun, enam
bulan, tiga bulan, seminggu, bahkan sehari. Setelah jangka waktu
tersebut suatu proyek berakhir. Misalnya untuk mengembangkan
pf’ogram pendidikan Sekolah menengah Kejuruan (SMK)
d:ranlc;.mg dan dilaksanakan proyek pembangunan fasi]ita.;
pendidikan dengan aktivitas pengadaan fasilitas laboratorium

d -
an pendidikan tenaganya yang dilaksanakan dalam waktu |
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_stu tahun. Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk
mengu kur kinerja dan manfaat proyek,

A Evaluasi Material

Untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek
dipel‘lUkan sejumlah material atau produk-produk tertentu.
wtisalnya, untuk melaksanakan program pembelajaran matematika
d jpel’lllkarl buku teks matematika. Buku teks matematika harus
memenuhi standar tertentu misalnya, isinya, keterbacaannya,
gambar atau ilustrasi. Kertas, tipografi, penjilidan, dan lain
sebagainya juga diperhatikan. Buku matematika yang akan
digunakan, dievaluasi berdasarkan standar buku teks tersebut.
Untuk melaksanakan program pembangunan gedung misalnya,
pahan bangunan seperti besi, semin, harus dengan standar
tertentu, begitu pula dengan luas bangunannya. Oleh karena

itu evaluasinya dengan kriteria tertentu.

e. [Evaluasi sumber daya manusia

Evaluasi sumber daya manusia dilakukan di semua lembaga
pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga bisnis, dan lembaga
swasta masyarakat, Keberhasilan organisasi sangat ditentukan
oleh kinerja anggota organisasi tersebut. Oleh karena itu mereka
harus dievaluasi kinerjanya secara berkala.

Untuk mengembangkan potensi dan kinerja sumber daya
manusia, dilakukan program pengembangan sumber daya
manusia. Program tersebut berupa pelatihan (fraining), pendidikan
(education) dan pengembangan (development). Program ini perlu
dievaluasi untuk menentukan apakah program tersebut berjalan
sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

2. Menurut Fokus:rya

Menurut fokusnya, evaluasi dapat digolongkan menjadi asesmen
kebutuhan program (process prograi evaluation), evaluasi keluaran
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efficiency evaluation).

a. Asesmen Kebutuhan

Asesmen kebutuhan (ieed assessment) adalah mengid?ﬂﬁﬁkasi
dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan
oleh organisasi atau masyarakat. Kebutuhan (need) adalyy,
ketimpangan (gaps) antara kondisi atau keal.:laan sekarang atay
apa yang terjadi dengan keadaan yang diinginkan atau keadaap,
yang seharusnya, Kebutuhan juga dapat didefinisikan sebagaj
kondisi yang akan menimbulkan masalah di masa yang akan
datang, Sehingga diprediksi dengan disusun dan di]akﬁaﬂakannﬂ
suatu program tertentu, akan menanggulangi masalah dan
memperbaiki atau menghilangkan kondisi tersebut.

Asesmen kebutuhan perlu dilakukan sebelum merencanakap,
suatu kebijakan, program, atau proyek. Evaluator mengidentifikas
dan mendefinisikan kebutuhan masyarakat, serta mengumpulkan
sejumlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang
terbaik. Alternatif ini merupakan inti dari rencana program untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam asesmen kebutuhan
berdasarkan semua informasi yang berkaitan dengan perencanaan
program yang dikumpulkan oleh evaluator, Misalnya peneliti

mengumpulkan profil sosial ekonomi masyarakat, level
permasalahan sosial yang terjadi, layanan sosial yang diterima
masyarakat, program layanan yang akan dirancang, dan sumber-
sumber yang diperlukan untuk melaksanakan

: program. Hasil
dari evaluasi kebutuhan dipergunak

an untuk menyusun rencana
Program sebagai intervensi sosial untuk masyarakat,

Wirawan (2016)
dalam asesmen ke

menyebutkan ada 6 (enam) teknik pendekatan
butuhan. Berikut penjelasannya. .

1) Mengumpulkan data statistik sekunder yang"sudah
ada. Mengumpulkan data statistik dapat dari berbagi
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3)

4)
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Perusahaan, berbagai sensus,
itian, )

lembaga pemerintah dan
laporan-laporan Penel

Pendekatan survei,
menggunakan sampel

masyarakat mengenai
alami,

Melakukan survei dengan
dari populasi anggota-anggota
masalah, kondisi yang mereka

dan kebutuhan yang mereka inginkan. Data
dikumpulkan melaluj kuesioner,

telepon, dan email kuesioner.

Forum masyarakat. Pertemuan masyarakat dilakukan

di gedung pertemuan umum, Para anggota masyarakat

yang hadir didorong untuk mengemukakan pendapatnya

secara bebas. Mereka secara terbuka mengemukakan

dan mendiskusikan semua kebutuhan masyarakat dan

prioritas yang harus dipenuhi.

Wawancara kelompok fokus (focus group). Sekelompok
anggota masyarakat dipilih berdasarkan keterampilan,
pengetahuan, pengalaman, pandangan, dan posisi tertentu
mereka. Mereka diwawancarai mengenai masalah atau
kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi
yang lebih rinci mereka didorong untuk berinteraksi
satu sama lain yang dipimpin fasilitator atau moderator.
Pendekatan informan kunci (key informan). Para pemimpin
masyarakat, pengambil keputusan, ilmuwan, hingga
tokoh lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai

Wawancara, survei

pengetahuan mengenai apa yang dihadapi dan
dibutuhkan oleh masyarakat dikumpulkan di tempat
pertemuan. Mereka diwawancarai dan diminta untuk
mengisi kuesioner untuk menjaring informasi mengenai

pendapat dn“engalaman mereka tentang kebutuhan
e

N
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T 0 "

Jdevisi menge
televist Mens {, Umumnya asesmen

putuhan tersebu
unakan seju
formasi mengenal kebutuhan

memenuhi ke knik di
kchuluhanddpalmcngg mlah teknik di atas

untuk mengumpu!knn in

masvarakat. . I
) Jompokan menjadi kebutuhan jangka

&, kebutuhan jangka panjang, dan kebutuhan potensial.
ndek (short-term need). Banyak

ksanakan untuk membantu

rancang dan dila
dapi krisis. Misalnya,

ang mengha
urat diperlukan segera sesudah

program di
warga masyarakat ¥

bantuan tanggap dar
warga masyarakat mengalami bencana alam, kebakaran,

maupun kecelakaan. Program u ntuk menanggmangi
keadaan seperti itu dan harus siap dilaksanakan segera
setelah terjadi situasi tersebut. Evaluasi program seperti

itu juga segera harus dilaksanakan setelah waktu tanggap

darurat selesai.
Kebutuhan jangka Panjang (long-term need). Kebumhar‘
juga diperlukan untuk jangka panjang. Misalnya, anak-
anak memerlukan program pendidikan wajib belajar
selama 12 tahun agar dapat mendapat pekerjaan
dan memberikan kontribusi kepada perkembangan
masyarakal, bangsa, dan negara. Untuk mengoreksi
perilaku para terpidana diperlukan program
pemasyarakatan karena pelanggaran hukum terjadi
secara lerus-menerus,

l‘(u[;u!uh.m poetensial (potentinl needs); Kebutuhan
sening muncul kelika terjadi suaty rn:lsala-h [-{d.]gdunpnl

Egalu

Jsi webijakan dan Modelnya o

diketahui akan tetapi terjadi. Program harus disiapkan
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya untuk
menghindari penyakit polio, tuberkulosis, cacar, hingga
Covid-19, sehingga dilakukan imunisasi maupun vaksin.

b Evaluasi Proses

Evaluasi proses dimulai ketika program mulai dilaksanakan.
Faktor-faktor yang dinilai yaitu (1) layanan dari program
pelaksanaan layanar, (2) pemangku kepentingan yang dilayani,
10) cumber-sumber yang digunakan, (4) pelaksanaan program
dibandingkan dengan yang diharapkan dalam rencana, dan (5)
\inerja pelaksanaan program. Evaluasi juga mengidentifikasi
proses perkembangan pengaruh program terhadap pemangku
kepentingan program.

Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif vang berfungsi
mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan
h satu cakupannya adalah mengukur terjadinya
dalam pelaksanaan program. Jika terjadi
rencanakan, diputuskan aksi
mengontrol ketimpangan dan

program. Sala
pcnyimpangan
penyimpangan dari yang di
yang harus dilakukan untuk
mengembalikan pelaksanaan program ke jalur awal: kinerja yang
diharapkan serta penggunaan mat, money, machine, dan method
yang dipergunakan untuk melaksanakan program.

¢. Evaluasi Keluaran

Evaluasi keluaran (outcome) meru
raitu mengukur dan menilai keluaran

ang dijaring

pakan evaluasi sumatif

(summative evaluation), ¥
dan akibat atau pengaruh dari program. Data y

adalah mengenat:
1) Hasilatau keluaran program apakah sesuai dengan yang
™ direncanakan.
2) Jumlah dan jenis orang y
ang direncanakan.

ang dilayani apakah sesuai
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Jex yang a =
ada objek van diey EllLi(L‘old in fujuan ev aluasi, Kid. er 981} d-a]aﬂl
Sugiono (201; ) menyatakan bahwa lcrdapal dua jenis Pmel ti
B 1tian

-

evaluasi yaitu evaluasi for
matif dan evaluasi sumati
matif. Evaluasi formalif

k asi Kebijak.

| Formulas! Implemenlas:,danEva!u i ikean
Model-Model For 7

1 terhadap orang yang

dari progra!
N 3 rjadi perubahan atau

nan. Apﬂkﬂh te
esit

3) Pengaruhafat aki

mendapatkan laya
i s
perbedaan dari sebelum dan

Jayanan program.
Evaluasi keluaran
us dilakukan

dah mendapatkan

juga meng]denliﬁkasikan apa
4) - agar pengarUh program dapat
yang h

berlangsung terus-menerus.

d. Evaluasi Efisiensi

Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat
an baik iikadidukUngoIeh biaya atau anggaran
aran seperti karet: dapat ditarik

ber biaya terbatas, maka

dilaksanakan deng
(cost) tertentu. Akan tetapi angg
dan dikerutkan. Oleh karena sum
anggaran program yang baik dan tepat adalah anggaran yang
pas, tidak kurang dan tidak lebih. Anggaran yang digunakan
untuk membiayai program perlu dievaluasi. Evaluasi mengenai

biaya program ada dua jenis, yaitu cost-benefit evaluation (evaluasi
benefit biaya) dan cost effectiveness evaluation (evaluasi efektivitas
biaya). Benefit evaluation (evaluasi benefit biaya) mengukur
input program dalam pengertian keuangan dan keluaran dalam
pengertian nonkeuangan. Misalnya, peningkatan nilai ujian
nasional dan peningkatan kemampuan berbahasa inggris siswa.
Cost effectiveness evaluation merupakan efektivitas biaya untuk
n‘.lf:ngecilkan n?si list dari peralatan atau program baru yang akan
:ump]emc:lamkan, dan menggunakan metode manfaat terhadap
iaya isis k - :
diainbl::_‘m menganalisis keputusan akhir dari keputusan yang

Jenis Penelitian Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa jenis penelitian evaluasi yang bergantung

&

; Kebijakan dan Modelnya -

E,..,gluas

G menekankan untuk memperbaiki objek yang diteliti, dengan
le enilai kualitas pelaksanaan program dan konteks organisasi,
card pers onil, prosedur kerja, input, dan sebagainya. Evaluasi
digu nakan untuk mendapat masukan (feedback) dari suatu
dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk
tkan kualitas program atau produk yang berupa barang
Evaluasi formatif lebih menekankan pada upaya untuk

Et‘PCﬂi
fU:nl:Ilif
Jktivitaﬁ
meﬂi“l:'-ka
atau jasd

Pﬂbaikﬁn Ob
Evaluasi sumatif digunakan untuk mengetahui hasil atau

¢ dari suatu program. Evaluasi dilakukan dengan cara
mendeskripsikan apa yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan
program. mendeskripsikan seluruh dampak baik yang ditargetkan
maupun tidak, dan mengestimasi biaya yang terkait dengan program
yang dilaksanakan. Evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas
paian program yang berupa produk tertentu.

jek yang dievaluasi.

guteont

penca
Gecara teoritis, pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif

dilakukan secara seimbang. Evaluasi formatif dapat dilakukan sejak
awal program dilaksa nakan. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan
pada akhir program. Dengan seringnya dilakukan evaluasi formatif,
maka pembuat program akan mengetahui kelemahan dan hambatan
selama program dilaksanakan. Selanjutnya evaluasi sumatif juga
diperlukan karena hasilnya akan dapat digunakan untuk membuat
keputusan apakah program dilanjutkan atau tidak.

Fitzptrick (2006) dalam Sugiono (2017), mengemukakan perbedaan
antara evaluasi formatif dan sumatif, ditujukan pada tabel di bawahini.

Aspek Evaluasi Formatif Evaluasi Sumatif
Kegunaan Untuk memperbaiki | Untuk membuat keputusan
program program di masa datang
Audiens Manager program dan Pembuat kebijakan dan
ﬂl staff konsumen potensial
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Pendukung

\odel-Model Frm

nzvnduknn,:inicrn:ﬂ

Jlasi, Implement?

raluator [nlernﬂlevn!ualur
Eksternal evé s 0

i, dan Evaluasi Kebijakan

saluator
i ;:formnsi digunakan untuk
atvarn | Memperoleh i %
- an balik untuk membuat keputusan apa 1_
utama umpan ograil program dilanjutkan atau hdak
esain diperlukan? Kapan? untuk membuat keputusan

Tujuan Diagnostik (mencari Judgmental

pengumpulan kelemahan)

data

Frekuensi Sering Jarang

pengumpulan

data ]
Ukuran Kecil Jarang

sampel

Pertanyaan | Apakah yang Apakah akibat yang terjadi?
Utama dikerjakan? Apakah Dengan siapa? Dalam kondisi

yang perlu diperbaiki?

Bagaimana cara

seperti apa? Perlu training

apa? Berapa biayanya?

memperbaiki?

Tabel 0.3 Perbedaan Antara Evaluasi Formatif dan Sumatif

Sumber: Fitzpatrick,

C. Model-Model Evaluasi

dkk (2006)

1. Model CIPP (Context, Input, Process and Product) i
Stuflebeam (Tayibnapis, 2008) mengartikan evaluasiﬁgebagai
proses menggambarkan, memperoleh, dan menyediakan informasi

yang berguna untuk menilai keputusan alternatif, Oleh sebab itu, Iﬂ”
membagi evaluasi menjadi empal macam, yaitu;

bijakan dan Modelnya .

Evﬂmﬂsi "

W Con text evaluation to serve planning decision, berkaitan dengan
tujuan program.

p. Input evaluation structuring decision, berkaitan dengan sumber
daya dan alternatif pemanfaatannya secara prosedur kerja
untuk mencapai tujuan.

¢ Process evaluation to serve implementing decision, berkaitan
dengan proses untuk mengimplementasikan keputusan.

4. Product evaluation to serve recycling decision, berkaitan dengan

tindak lanjut keputusan.
Tentang hal ini, lebih lanjut Sutopo (2002) menjelaskan lebih

Janjut mengenai:
a Context, berkaitan dengan beberapa faktor dan kondisi

sebelum kegiatan dilaksanakan.

p. Input, yaitu masukan yang diberikan sebagai persiapan

sebelum pelaksanaan program.

Process, yaitu program dilaksanakan sejak awalnya dengan

pendeka tan sesuai konteksnya, dan merupakan proses yang

tetap untuk tercapainya tujuan.

4 Product, yaitu kualitas hasil kegiatan yang dapat dicapai.

2. Evaluasi Model UCLA
Hampir sama dengan CIPP, Alkin (1969) menyampaikan lima

macam evaluasi:
a. System Assessment, berkaitan dengan keadaan atau posisi

sistem;

b. Programme Planning, membantu pemilihan program;

¢. Progranume Implementation, memberikan informasi tentang
seberapa jauh program telah dikenalkan;

d.  Programme Improvement, memberikan informasi tentang seberapa
jauh program telah berfungsi dan telah dilaksanakan; dan

e. Programme Certification, memberikan informasi tentang nilai

atau guna kegiatan.
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3, Model Br gan evaluasi:

Brinkerho!
Fixed and Emargenet Eoal
n rancangan €

ukakan tiga golon
o, Yang perkaitan tetap atay

watl :
asalah dan kriteria

valuasi, M
va d|pcrlemukan;

.
perkembanga
evaluasi, dan s

tive vs Sunnmative Ez
n evaluasi dan

eberapa jauh akhirn :
waluation, Yang berkaitan dengan
b, Forma

kebutuhan dan kegunaa :
Quasi EJ‘;Irrum-rrhn'
Unobtrusive Inguiry, yang berkaitan dengan proses intervensi
dan manipulasi.

atau Model Countenance

Design vs Natural
c E.\'pi-ruurnw and es1x I/

4. Model Stake

Stake (1967) menekankan dua d
judgment. Evaluasinya ini juga memiliki tahapan program, antecedents
(context), transaction (proses) dan outcomes (ontput). Di sa mping itu,
ia menekankan pentingnya perbandingan yang re
program dengan yang lainnya) dan perbandingan
program ditawarkan dengan yang sudah dibakukan).

asar evaluasi, yaitu descriphion dan

latif (antara suatu

yang baru (antara

5. Model Helmut Wollman (2007)

Menurut Wollman (2007) terdapat tiga tipe evaluasi kebijakan,

yaitu ex-ante evaluation, ongoing evaluation, dan ex-post evaluation.

a. Ex-antecvaluation: Evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum
kebijakan diimplementasikan. Secara hipotetik evaluasi
tipe ini ditujukan untuk mengantisipasi dan memberikan
penilaian awal tentang perkiraan efek atau dampak serta
konsekuensi dari kebijakan yang direncanakan atau telah ¥

| ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang d
relevan dengan kebijakan atau dengan proses pembuatan
%‘E'biiﬁkdn yang sedang berjalan. Ex-ante cvaluation adalah
instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai

opsi kebijakan yang ada. Evaluasj tipe ini juga memberikan

gualud

si Kebijakan dan Modelnya .

analisis dampak terhadap lingkungan kebijakan.

Ongoing Evaluation: Mengidentifikasi dan mengukur dampak
certa hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari
ongoing evaluation adalah untuk memberikan informasi yang
relevan. Yaitu, kembali pada proses implementasi kebijakan,
terutama pada tahapan tertentu dari implementasi kebijakan
saat informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki,
revisi, dan “meluruskan” kembali proses implementasi
kebijakan ke arah yang sesungguhnya ingin dicapai.
Ex-post evaluation: Menurut Wollman, evaluasi ini merupakan
varian klasik dari evaluasi kebijakan. Evaluasi ini ditujukan
untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian
tujuan, dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan,

serta hasil kebijakan,

6. Model William N. Dunn (1990)
Menurut Dunn dalam Nugroho (2014), evaluasi memainkan

seiumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan adalah sebagai

berikut.

. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai kinerja kebijakan, yaitu tentang seberapa jauh
kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui
tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan
seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (seperti perbaikan
kesehatan) dan target tertentu telah dicapai.

b. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai
diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan
dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara
sistematis kepantasan tujuan dan target dengan masalah yang
dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran,

"%, analis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok
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kepentingan, pegawai negeri, dam kelompok-kelompog
klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentyy
rasionalitas (leknis, ckonomi, legal sosial, dan subslantif}_
¢ Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode
analisis kebijakan lainnya, terutama bagi “perumusan
masalah” dan “rekomendasl”, Informasi tenlang memadaj
atau tidaknya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangap,
bagi pada perumusan ulang masalah kebijakan, I)andn
menunjukkan bahwa tujuan dan largel perlu diticlinisiknn_
evaluasi juga dapat pula menyumbang definisi alternaris
kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan
menunjukkan bahwa alternalif kebijakan yang diunggulkan
sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain,
Di bawah ini adalah tabel kriteria kebijakan menurut Dunn,

Madel-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakap,
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galu

Tabel

L—

0.4 Tipe

Menurut Dunn, evaluasi kebj
paling berhubungan, yaity pen

membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan w;
yaitu “sebelum dilaksanakan”,

sesudah dilaksanakan”, Evaluasi

disebut sebagai evaluasi proses

Apakah hasi] (tujuan
diinginkan benar.
atau bernilai,

~Tipe Evaluasj ke,
Sumber : Dypg (Nu

B

si Kebijakan dan Modelnya

) Yang
l'-‘?I'lt’l.l' bergum

ijakan Menuryy Dunn
groho, 2012)

akan mempunya dya aspek yang

untuk memantau hasil kebijakan publi
serangkaian nilai untuk menentukg

n kea'l-ll'lﬂan hasil, Dunn S‘E]ﬂl'li‘utl'lya

: aktu evaluasi,
pada wakty dllaksanakan", dan

pada waktu pelaksanaan umumnya

| Tipe Krileria Pertanyaan lustrasi

Efcktivilas Apakah hasil yang diinginkan | Unit pelayanan
lelah dicapai?

Efisiensi Seberapa banyak usaha Unit biaya, manfaat
diperlukan untuk mencapai bersih, rasio cost
hasil yang diinginkan? benefit __

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil | Biaya letap
yang diinginkan memecahkan Efcktivitas tetap
masalah

Perataan Apakah biaya manfaat Kriteria Pareto,
didistribusikan dengan merata | kriteria Kaldor-
kepada kelompok-kelompok Hicks, kriteria

L yang berbeda? Rawls.
Responsivitas | Apakah hasil kebijokan

memuaskan kebutuhan,

preferensi, alau nilai-nilai

kelompok-kelompok tertentu?

Konsistensi dengan

survei warga negara

-Sementara evaly asi setelah kebijakan
discbut sebagai evaluasi konsekuensi (output)
kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (ontcome) kebijakan, atau
disebut juga sebagai evaluasi sumatif,

dnmplumcntasikan,

Dunn mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi
kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi
keputusan teoritis, Di bawah ini adalah beberapa pendekatan evaluasi
kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn,

Pendekalan Tujuan Asums| Bentuk-bentuk Teknik
Utama
Evaluasi Menggunakan Ukuran atau I. Eksperimental | 1. Sajian grafik.
Semu metode manfaat soshal. 2. Tampilan tabel
deskriptif untuk | terbukti 2 Akuntansi 3. Angka Indeks
menghasilkan dengan sistem sosial 4 Analisls
informasi valid | sendinnya 3. Pemenksaan serl wakhu
tentang hasil atau lidak soskal terinterupsi
kebijal | ' 14 simtestsriset |5 Analisis et
dan prakiek terkantrol
6. Analisis
dishontinu-
regresi
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Evaluasi Menggunakan Tujuan dan 1. Evaluasi { 1. Pemetaan
Formal metode sasarn perkembangan sasaran,
deskriptif untuk | pengambil 2 Evaluasi 2 Klarifikasi
menghasilkan kebijakan dan eksperimental nilai,
informasi yang administrator | 3 Evaluasi proses | 3. Kritik nilai,
terpercava dan yany secara 4. Retrospektif 4. Pemetaan
valid mengenai resmi (Ex-Fost) hambatan,
hasil kebijakan diumumkan 5. Evaluasi hasil 5 Analisis
secara formal merupakan retrospektif dampak-
diumumkan ukuran yang silang’
=ubagai tujuan lepat dari 6. Discounting,
program manfaat atau
kebijakan nilai

Evaluasi Menggunakan | Tujuan dan Penilaian tentang Brainstorming

Keputusan | metode sasaran dari dapal tidaknya Analisis

Teoritis deskriptf untuk | berbagai dievaluasi. argumentasi

!'l’\l:ﬂgh-‘ls_l“{.]n pelaku yang Analisis utilitas . Delphi kebijakan
fi yang |d kan atribut (serangkaian ;
terpercaya secara formal | prosedur yang analisis survei
dan valid ataupun diciptakan untuk pemakai
mengenai hasil | diam-diam mengambil dari (serangkaian
kebijakanyang | merupakan para pelaku prosedur untuk
secara eksplisit | ukuranyang | kebijakan yang mengumpulkan
diinginkan oleh | tepat dan banyak memiliki informasi dari

berbagai pelaku | manfastatas | pandangan calon pemakai

kebijakan. nilai, subjektif tentang | 9an pelaku-
probabilitas pelaku kebijakan
;o a ey lainnya g

Y

atau nilai dari hasil | evaluabilitas suatu

kebijakan) kebijakan,

Tabel 0.5 Pendekatan-Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Dunn
Sumber: Nugroho (2012)

7. Model Lester dan Steward, Jr (2000)

Lester dan Steward mengategorikan evaluasi kebijakan menjadi

empat tipe. Adapun tipe atau model yang dikemukakan adalah
sebagai berikut.

a. Evaluasi Proses: Evaluasi yang berkaitan dengan proses
implementasi kebijakan.

—~

gval

uasi Kebijakan dan Modelnya

Meta Evaluasi: Evalyas; t

kebijakan yang ada, untuk me
nemukan kesamaan.

tertentu.

g, Model Ernest R House (1980)

Ernest R House membuat taksonomj evaluasi

yang membagi model evaluasj menjadi TR

a. Model sistem, dengan indikato i

b. Model perilaku, dengan indikato: ::: e;'-"]iml; .
dan akuntabilitas W prdetiting

c. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah
pilihan penggunaan dan manfaat sosial;

d. Model tujuan bebas (goal free), dengan indikator utama adalah
pilihan penggunaan dan manfaat sosial;

e. Model kekritisan seni (art criticism), dengan indikator utama
adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang
semakin meningkat;

f. Model review profesional, dengan indikator utama adalah
resolusi; dan

g. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah

pemahaman atas diversitas.

Ada pula pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya.

Berikut penjelasannya.

a.

b.

Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi
kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi
yang sama atau berlainan, di suatu tempat yang sama atau

berlainan.
Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan

3
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berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan
tersebut.

¢. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluag;
namun menggunakan cksperimen yang diletakkan dalap,
sejenis laboratorium.

d. Evaluasi ad hoc, yaitu evaluasi yang dilakukan secary
mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar

pada saat itu (snap shot).

9. Model James Anderson

James Anderson (2011) membagi evaluasi (impiumvnms.;
kebijakan publik menjadi tiga. Tipe pertama adalah evaluasi kebijakan
publik yang dipahami scbagai kegiatan fungsional yvang selaly
melekat pada setiap kebijakan publik. Kedua adalah evaluasi yang
memfokuskan pada kerja kebijakan. Ketiga adalah evaluasi sistematis

untuk mengukur kebijakan atau pencapaian target yang ditetapkan,

10. Madel Jones

Secara umum, menurut Jones (1984) evaluasi kebijakan merupakan
suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan,
substansi, implementasi, dan dampaknya. Jones (1985) kemudian
berpendapat bahwa evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana
evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu
mengarah kepada “program kepada pemerintah”. Sementara itu
program yang bersifat individual dikembalikan kepada pemerintah
untuk pembahasan dan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya,

Jones (1984) mengemukakan bahwa pada dasarnya evaluasi
kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan;

a.  Political cvaluation (evaluasi bersifat politis). Dilakukan

untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi
negara. Evaluasi ini dapat ditafsirkan membuka peluang

bagi re-clection untuk mendapatkan dukungan media atau
sumbangan kampanye.

—~

gval
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dengan mengemukakan enam langkah evaluasi kebijakan,

SR
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b Organizational evaluatioy (evalugs: o7
organisasional). Evalyas; ini di Sl yang bersifat
jawaban mengenaj kebijakan atau pro untuk mend.apallan
melahirkan dukungan bag; p, ey daz:amyansddakukm
ini juga melihat apakah manfaat bagi ba:::.lm‘ Evaluasi
melebihi biaya yang dike]uarkan‘ " adan tersebuy
vang dilakukan mengarah
badan-badan tersebut,

. Substantive cvaluation (evaluasi
nyata). Evaluasi inj dilaksan

akan untuk mel;
kebijakan at melihat apakah

au program Yang dilakukan telah mencapai
tujuan yang telah ditetapkan, bajk secara hukum maupun
dalam detail kebijakan yang ingin dicapai selan]ul-nya.
Evaluasi ini juga melihat dampak kebijakan atau program
tersebut bagi persoalan yang dituju,
Model Edward A Suchman

Edward A Suchman di sisi lain lebih condong ke sisi praktis

yaitu
mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
analisis terhadap masalah;

deskripsi dan standarisasi kegiatan;

pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi;
menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan
akibat kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan

P an g

f. beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu
dampak.

12. Howlett dan Ramesh (1995)

Howlett dan Ramesh mengelompokkan evaluasi menjadi tiga,

yaitu evaluasi administratif, evaluasi judisial, dan evaluasi politik.

a. Evaluasi administratif berkenaan dengan evaluasi sisi
adgninistratif-anggaran; efisiensi biaya dari proses kebijakan
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di dalam pemerintah. Evaluasi ini berkenaan dengan:

1) Effort cvaluation, yang menilai dari sisi input progyap,
yang dikembangakan oleh kebijakan.

2)  Performance evaluation, yang menilai keluaran {ourpun
dari program yang dikembangakn oleh kebijakan,

3)  Adequacy of performance evaluation atau cﬁfcuveuess
cvaluation, yang melalui apakah program dijalankap
sebagaimana yang sudah ditetapkan.

4)  Efficiency cvaluation, yang menilai biaya program dap
memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebyy.

5) Prosesevaluasi, yang menilai metode yang dipergunakan
oleh organisasi untuk melaksanakan program.

b, Evaluasijudisial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isy;
keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan,
termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi,
sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga
hak asasi manusia.

¢. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan
konstituen politik terhadap kebijakan publik yang
diimplementasikan.

13. Nugroho

Merujuk pada Nugroho (2014), evaluasi kebijakan memiliki empatl
cakupan yaitu (1) evaluasi perumusan, (2) evaluasi implementasi
kebijakan, (3) evaluasi kincrja, dan (4) evaluasi lingkungan kebijakan.
Evaluasi ini dapat divisualisasikan sebagai berikut,

Gambar 4.2 Model Nugroho
Sumber: Evaluasi Kebijakan Model Nugroho 2012)

a. Evaluasi formulasi atau perumysan kebijak tal i

yang bertujuan untuk menjawab pertan penilaian
mengenai: =

1) Formulasi kebijakan apa yang digunakan? Apakah
formulasi kebijakan telah dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah
yang hendak diselesaikan? Hal ini mengingat setiap
masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan
yang berlainan.

2) Bagaimana prosedur formulasi kebijakannva? Apakah
formulasi telah mengarah kepada permasalahan inti?

3) Bagaimana pendayagunaan sumber daya yang ada?

b. Evaluasiimplementasi kebijakan, adalah untuk mengetahui
variasi dalam indikator-indikator kinerja vang digunakan
untuk menjawab pertanyaan:

1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan?

2) Faktor apa saja sebagai kunci keberhasilan? Apakah
dari kebijakannya sendiri, organisasi pelaksana, atau

oy
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lingkungan implementasi kebijakan.

c.  Evaluasi kinerja kebijakan. Penilaian kinerja menjadi is,
penting dalam kebijakan publik, mengingat kebijakan dibyay
untuk suatu tujuan. Oleh sebab itu, kebijakan harus dinjlaj
tingkat ketercapaiannya terhadap tujuan kebijakan yang
diharapkan. Sesuai dengan Spitzer (dalam Nugroho 2009,
689) yang secara khusus mengemukakan bahwa penilaian
Kinerja merupakan kunci keberhasilan organisasi, karena
menentukan apa yang harus dicapai oleh organisasi, sejauh
mana pencapaian, dan apa yang belum dicapai.

d. Evaluasilingkungan kebijakan, adalah evaluasi dengan tujuan
untuk memberikan deskripsi yang lebih jelas bagaimana
konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.
Evaluasi lingkungan kebijakan dapat terdiri dari evaluasi
lingkungan formulasi kebijakan dan evaluasi

14. Model Keley

Nutley & Webb (2000) dalam Sugiono (2017:531) menyatakan
bahwa penelitian kebijakan memfokuskan pada bagaimana
permasalahan-permasalahan kebijakan didefinisikan; agenda
kebijakan dibuat; rumusan kebijakan dibuat; serta bagaimana
kebijakan diimplementasikan, dievaluasi, dan diubah. Berdasarkan

hal tersebut, evaluasi merupakan salah satu bagian dari proses
kebijakan.

Penelitian evaluasi kebijakan merupakan salah satu metode yang
digunakan untuk mengevaluasi kebijakan menggunakan prinsip-
prinsip dan metode evaluasi untuk menilai isi, implementasi, dan
dampak dari suatu kebijakan.

Lingkup penelitian evaluasi kebijakan dapat difokuskan pada
potensi dan masalah kebijakan, pembuat kebijakan, rumusan masalah
kebijakan, implementasi kebijakan, hasil dan outcome kebijakan.
Pembuat kebijakan sering bekerjasama dengan penasihat danpi!r_ne]iti

X

N

gvaluasi Kebijakan dan Modelnyg
o

kebijakan. Dalam Pembuatan kEbiiaka,n_ -

kepentingan (interest 870ups) yang ety r

Lghi}i‘lkal'l untuk merumuskan kebiiaka.n R

kelompok kepentingan terseby Mode] Vi en,

seperti gambar berikut,

B ada kelompok

da pembuat
8an keinginan
Keley diilustrasikan

Gambar 4.3 Model Keley
Sumber: Lingkup Penelitian Evaluasi Keley dalam Sugiono (2017)

Gambar di atas dikembangakan dari model proses kebijakan
(policy process) menurut Keley (1997), Berdasarkan gambar tersebut,
dapat dijelaskan bahwa peneliti evaluasi kebijakan berada pada sebuah
komponen dalam proses kebijakan. Dalam proses kebijakan, pembuat
kebijakan akan merumuskan kebijakan berdasarkan pemikirannya
sendiri; sasaran dari penasihat atau peneliti; serta memasukkan
pemikiran dari tokoh masyarakat, partai, dan pemerintah.

Pembuat kebijakan, dalam membuat kebijakan publik, didasarkan
atas potensi dan permasalahan yang ada di masyarakat. Potensi
adalah segala sesuatu yang apabila diberdayakan akan mempunyai
nilai tambah. Misalnya, di daerah tertentu terdapat sumber daya
alam seperti sinar matahari, angin dan air. Berdasarkan potensi
tersebut maka pembuat kebijakan akan membuat kebijakan untuk
memanfaatkan sinar matahari menjadi sumber energi listrik di
daerahnya. Pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan publik
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ahan di masyarakal, Misalkan adanya

juga berangkal dari permasal .
: g as, maka pembuat kebijakan

permasalahan kemacetan lalu lint
membuat kebijakan membuatjalanlayan

Pembuatan kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang
at sulit diperhilungkan. akan meminta
an. Peneliti kebijakan

gdan memperbaharui sistem.

kompleks dan hasilnya sang
bantuan penasihat atau peneliti kebijak
diharapkan memberi informasi yang lengkap, akurat dan up to date.
Peneliti juga diharapkan memprediksi kemudah
dalam mcngimplemenlasiknn kebijakan dan kemungkinan hasilnya
kepada pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan yang baik, akan
menggunakan informasi tersebut untuk membuat kebijakan yang

mudah diimplementasikan dan hasilnya dapat untuk meningkatkan

an dan kesulitan

kesejahteraan masyarakat.

Pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan juga akan
dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan dan penekan.
Kelompok-kelompok ini bisa datang dari partai politik, tokoh agama,
tokoh intelektual, pelaku bisnis, pemerintah, hingga negara lain yang
memiliki kepentingan atas kebijakan yang dirumuskan.

Dalam rangka merumuskan kebijakan, baik pembuat kebijakan,
peneliti kebijakan, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan,
masing-masing memiliki agenda. Kebijakan yang diagendakan
kemungkinan terkait dengan ideologi, politik, sosial, pendidikan,
budaya, agama, pertahanan dan keamanan (hankam), dan lingkungan.

Berdasarkan proses pembuatan kebijakan seperti tertera dalam

gambar tersebut, ruang lingkup penelitian evaluasi kebijakan meliputi
penelitian pada potensi dan masalah, profil pembuat kebijakan, dan
kelompok kepentingan atau kelompok penekan. Proses pembuat
kebijakan juga tidak lepas dengan campur tangan policy formulation
(perumusan kebijakan), implementation policy (pelaksana kebijakan)
hubungan antar perumusan kebijakan, implementasi kebijakan,
output kebijakan, dan outcome kebijakan.

N

a. Potensi dan Masalah Kebijakan
Penelitian kebijakan dapat m )
terhadap potensi dan masalah keb;i kan penelitian evaluasi

yangdi .
bahan untuk pembuatan kebijakan. Evaluasi mﬁhuhﬁln
perdasarkan dokumen dan pendapat para peserta rapat d

an

diskusi kelompok dalam membuat 3 :
hasilnya adalah potensi dan m“ﬂ:::::m K!munﬁhl'ﬂl'l
rumusan kebijakan. U tidak dengan
b. Profil Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil pembuat
kebijakan, dan kelompok kepentingan atau kelompok penekan.
Profil bisa dilihat dari latar belakang pendidikan, pekerjaan,
agama tempat tinggal, keikutsertaan dalam organisasi politik
dan sosial, kualifikasi kompetensi, serta kepentingannya dalam
suatu kebijakan.
¢. Rumusan Kebijakan

Penelitian ini terkait dengan proses perumusan kebijakan,
seperti berapa lama suatu kebijakan dibuat, orang-orang yang
terlibat dalam perumusan kebijakan, ide-ide yang dilontarkan
pada saat diskusi dalam perumusan kebijakan, tujuan kebijakan,
uji publik, sosialisasi dan ruang lingkup isi kebijakan, serta
kejelasan isi rumusan kebijakan. Tujuan penelitian pada bagian
ini adalah untuk mengetahui latar belakang kebijakan tersebut
dirumuskan, dan seberapa baik rumusan kebijakan dipahami
dan bermanfaat bagi orang-orang yang dikenai kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Penelitian implementasi kebijakan sama dengan penelitian
proses pelaksanaan kebijakan. Tujuan utama penelitian ini adalah
untuk mengetahui seberapa jauh program-program yang telah
dirumuskan dalam kebijakan tersebut dapat implementasikan.
Lingkup yang diteliti dalam implementasi kebijakan adalah yang
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berkaitan dengan strategi implementasi kebijakan, sumber day,
untuk pelaksana kebijakan, kualifikasi dan kompetensi pelaksang
kebijakan, serta sistem monitoring pelaksana kebijakan.

e. Penelitian Output

Penelitian ini meneliti produk yang dihasilkan dari suaty
kebijakan, Penelitian pada bagian ini bertujuan untuk mengetahyj
seberapa jauh tujuan atau output kebijakan tercapai. Output yang
dinilai adalah kualitas, kuantitas, manfaat, efisiensi dan efektivitas
sumber daya serta biaya yang digunakan untuk menghasilkan
output yang dibandingkan dengan standar yang ditetapkan,
[ Outcome Kebijakan

Penelitian pada ontcome atau dampak kebijakan adalah
penelitian yang berkaitan dengan akibat positif atau negatif dari
pencapaian ot fput. Peneliti meneliti dampak positif dan negatif
jika outpu! tercapai atau tidak.

Bila kebijakan dapat diartikan sebagai suatu program, maka

penelitian evaluasi sama dengan evaluasi program yang dapat
digunakan model evaluasi program Stufflebeam (1985). Lingkup

evaluasi program yang lengkap pada umumnya meliputi empat

tingkatan, yaitu konteks, input, proses, dan produk.

CONTEX INPUT

EvaluasiProgram

Gambar 4.4 Evaluasi Program Stufflebeam
Sumber: Nugroho (2012)
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1) Evaluasi Konteks 105

2) Evaluasi Input
Evaluasi input terkait dengan berbagaj inpy
digunakan untuk tercapainya proses Put yang akan

s . ang selanjutn
digunakan mencapai tujuan, Evalyasi ini disull‘lak::::::al:

pakah input yang digunakan
mencapai tujuan sudah cukup memadai? Bagaimgaunakah k::;-t:
1

inputnya? Dari mana input diperoleh? Berapa harganya? Siapa
saja yang terlibat untuk melaksanakan proses? Bagaimana
kualifikasi dan kompetcnsinya?

menjawab pertanyaan: A

3) Evaluasi Proses

Evaluasi proses terkait dengan kegiatan melaksanakan
rencana program dengan input yang telah disediakan, Evaluasi
ini digunakan untuk menjawab pertanyaan: Kapan program
dilaksanakan? Bagaimana prosedur melaksanakan program?
Bagaimanakah performa atau kinerja orang-orang yang terlibat
dalam pelaksanaan program? Apakah yang direncanakan dapat
dilaksanakan sesuai jadwal? Apakah semua input yang digunakan
mendukung proses pelaksanaan program? Apakah kelemahan-
kelemahan dalam pelaksanaan program?

4) Evaluasi produk

Evaluasi produk atau output terkait dengan evaluasi terhadap
hasil yang dicapai dari suatu program. Evaluasi output digunakan
untuk menjawab pertanyaan: Seberapa jauh tujuan program
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15. Model Kolaboratif Reno Affrian

Gambar 4.5 Model Penelitian Evaluasi Kebijakan Program

Sumber: Reno Affrian (2021)

Pengelolaan suatu program perlu melibatkan masyarakat sehingga
program yang ditetapkan akan bertumpu pada partisipasi masyarakat.
Pada gambar di atas memperlihatkan model penelitian evaluasi
kebijakan program dengan pendekatan kolaboratif. Pendekatan
ini menghindarkan pembuat kebijakan yang bersifat top-down atau
pendekatan dari atas ke bawah, Pendekatan evaluasi kebijakan
program yang kolaboratif mempunyai fungsi pendekatan bersifat
bottom-up atau dari bawah ke atas, yakni berdasarkan masukan
dari masyarakat penerima program yang kemudian disusun dan
direalisasikan dalam bentuk program kegiatan. Untuk melakukan
evaluasi kebijakan program bersifat kolaboratif atau tidak, dapat
dilakukan mulai dari:

£ N

E‘ramg si Kebiia

dan Modelnya
kan dal ny i

2. Manajemen Pengelolaan

peneliti kebijakan dapat melakukan evaluasi terhadap
manajemen pengelolaan. Bahan evaluasinya dimulai dari
perencanaan program, bahan-bahan yang digunakan dalam
Perumusan kebijakan program, profil pembuat kebijakan
program, pembagian tugas dan fungsi pelaksana program,
ctandar prosedur (SOP), serta koordinasi antar kelompok
kepentingan.

p. Programyang Ditetapkan

Evaluasi ini berdasarkan penetapan program berdasarkan
kebutuhan kelompok sasaran. Bahan evaluasinya adalah
menjawab pertanyaan mengenai mengapa program diadakan,
apakah program sesuai dengan potensi masalah, dan apakah

sesuai dengan kebutuhan lapangan.

¢. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran berkaitan dengan penerima manfaat
program. Bahan evaluasinya adalah ketepatan sasaran dan

partisipasi masyarakat.

d. Implementasi

Implementasi kebijakan program adalah untuk mengetahui
seberapa jauh program-program yang telah ditetapkan dapat
diimplementasikan. Bahan evaluasinya adalah terkait sumberdaya,
komunikasi, sosial politik, strategi implementasi, dan sistem

monitoring.

e. Dampak

Dampak kebijakan program adalah penilaian terhadap
program yang telah dijalankan. Evaluasi ini mencari informasi
mengenai dampak positif atau negatif dari program tersebut.

Bahan evaluasinya adalah manfaat, kepuasan masyarakat, dan

- i s Ly o 4
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BAB V

CCC

PEMETAAN MODEL DAN
MEMILIH MODEL

A. Pemetaan Model

Dengan memahami model-model yang telah disajikan dari
implementasi dan evaluasi kebijakan, maka dapat dibuat model-
model implementasi kebijakan dalam dua jenis pemilihan. Pemilihan
pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke
bawah” (top-bottomer) dengan dari “bawah ke atas” (bottom-topper).
pemilihan kedua adalah pemilihan implementasi yang berpola paksa
(command-and-control) dan mekanisme pasar (economic incenlives).
Sebagaimana Riant Nugroho (2012) menyatakan model-model
implementasi kebijakan dapat dipetakan sebagai berikut.

e —— st

Top- dowmer

Masket
e hasmim

Gambar 5.1. Pemetaan Model Implementasi
Sumber: Riant Nugroho (2012)

109



_ —~

no Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan

Keterangan:
a.  Donald Van Metter dan Carl Van Horn
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d. Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester

¢. Merilee S. Grindle

f.  Richard Elmore, M. Lipsky, Benny Hjern, dan David O. Porter

8. George Edward Il

h. Robert T. Nakamura and Frank Smallwood

1. Network

Model Mckanisme paksa adalah model yang mengedepankan artj
penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyaj
monopoli atas mekanisme paksa dalam negara. Tidak ada mekanisme
insentif bagi yang menjalani, tetapi ada sanksi bagi yang menolak
melaksanakan atau melanggarnya. Secara matematis, model ini
disebut “Zero-Minus Model”, yang ada hanya nilai “nol” dan “minus”,

Model mekanisme pasar adalah model yang mengedepankan
mekanisme insentif bagi yang menjalankan. Namun, bagi yang tidak
menjalankan tidak mendapatkan sanksi dan insentif. Meski demikian,
ada sanksi bagi yang menolak mematuhi atau melanggarnya. Secara
sistematis model ini disebut “Zero-Plus Model”, yang ada hanya
nilai “nol” dan “plus”, di antaranya ada kebijakan yang memberikan
insentif di satu kutub dan memberikan sanksi di antara kutub lain.

Model top-down berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah
untuk rakyat, partisipasinya lebih berbentuk mobilisasi, Sebal iknya,
bottom-up meski kebijakannya dibuat oleh pemerintah, tetapi
pelaksanaanya oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi
pelaksanaan antara pemerintah dan masyarakat,

Dari pemetaan tersebut tampak bahwa sebagian besar model
implementasi kebijakan berada pada model top-down, bottom-up, dan
satu model kombinasi antara botom-up dan pasar. ;.1

o)

pemetaan Model dan Memilin Madel

m
B. Memilih Model
Michael Hill dan Peter Hupe (2006) d
alam N !
mengembangkan diskusi me ugroho (2012:701)

ta teori Yang komprehensis tentang

skeptis dan mengemukaka
lain saling mengungguli.
model top-down semaki
berkembangnya demo!

" bahvea antara satu teor dengan teor
Hasil Persaingan tersebyt menghasilkan
n 'fergeser oleh model baflom-up seiring
\Angnys. kras:.Dlehkaremim' model yang disimak
sebagai “sintesis” adalah mode] yang bersifat bottom-up dan jari
Pada dasarnya, tidak terda Pat proses kompetisi a apy
di antara model implementasi kebijakan karena ada isy yang lebih
relevan, yaitu kesesuaian implementasi dengan keb"iﬂkmn]ﬂ ita
sendiri. Setelah mengetahui model-model implementasi kebijakan,
masalah penting selanjutnya adalah memilih model yang MY“‘S
hendak dipakai. Namun, realitanya tidak ada model yang terbaik.
Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi
kebijakan yang berlainan. Ada kebijakan publik yang perlu
diimplementasikan secara top-down, seperti kebijakan antiterorisme.
Kebijakan-Kebijakan yang bersifat top-doumer adalah kebijakan
yang bersifat strategis dan berhubungan dengan keselamatan negara.
Berbeda dengan kebijakan yang lebih efektif jika diimplementasikan
secara botfom-upper, yang biasanya berkenaan dengan hal-hal yang
tidak secara langsung berkenaan dengan national security seperti
kebijakan kontrasepsi (KB), pengembangan ekonomi nelayan, dan
sejenisnya. Namun, pilihan vang paling efektif adalah jika kita bisa
membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif,
artinya bersifat top-dotner dan bottom-upper. Kelebihan implementasi
kebijakan publik yang partisipatif adalah berkesinambungan dan
murah, Bahkan dapat pula dilaksanakan kebijakan keamanan nasional
yang disebut Pertahanan Rakyat Semesta. Konsep ini menghendaki

N 2 s i s i



F_-.-—__

nz Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan

implementasi pertahanan nasional melibatkan kerja sama antara

militer dan rakyat. Kedua komponen ini tidak saling berhubungan
secara hierarkis, tetapi berhubungan secara kooperatif murni.
Sementara itu, ada jenis kebijakan yang efektif dengan model
mekanisme paksa, seperti kebijakan yang berkenaan dengan
penanggulangan bahaya narkotika. Namun demikian, ada juga
kebijakan vang efektif jika menggunakan mekanisme pasar seperti
kebijakan keikutsertaan dalam program KB. Ada pula perpaduan
mekanisme paksa dan pasar, misalnya berkenaan dengan kebijakan
lingkungan hidup. Para perusak akan menerima hukuman, tetapi
mereka yang menyelamatkan akan mendapatkan hadiah atau insentif.
Jadi, memang tidak ada pilihan model yang terbaik. Dari
banyaknya pilihan-pilihan model tersebut, harus kita pilih secara
bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakannya sendiri. Namun,
ada satu hal yang penting, yakni implementasi kebijakan harus
menunjukkan keefektifan kebijakan itu sendiri. Di sini kita berbicara

tentang keefektifan implementasi kebijakan.
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